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ABSTRAK 

M.Rafly Yuliansyah Zein, 2025: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri 

Terhadap Kasus Perceraian Atas Perselingkuhan Melalui Media Sosial Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr) 

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan, Media sosial 
 Penelitian ini membahas analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kediri 

Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait perceraian akibat perselingkuhan melalui 

media sosial. Fenomena perselingkuhan digital, khususnya melalui aplikasi 

WhatsApp, semakin sering menjadi pemicu retaknya rumah tangga di Indonesia. 

Masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan 

keputusan dalam kasus ini, serta bagaimana pandangan hukum yang berlaku dan 

hukum Islam melihat keputusan tersebut. 

 Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam 

menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial 

di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?, 2. Bagaimana pandangan 

hukum positif terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara  perceraian 

yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri 

No.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 3.Bagaimana pandangann Hukum Islam terhadap Putusan 

Hakim dalam menyelesaikan perkara  perceraian yang beralasan perselingkuhan 

lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?. Dengan 

tujuan penelitian: 1.Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk 

menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial 

di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 2.Untuk Mengetahui 

pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim untuk menyelsaikan perkara 

perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama 

Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 3.Untuk Mengetahui hukum 

Islam terhadap putusan hakim untuk menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan 

perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri 

No.0277/Pdt.G/PA.Kdr 

 Penelitian ini menggunakan metode normative legal (yuridis normatif) 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan 

pendekatan studi kasus (case approach). Data yang digunakan meliputi bahan hukum 

utama, yakni keputusan pengadilan dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder 

yang terdiri dari tulisan hukum dan penelitian sebelumnya. 

 Majelis hakim menetapkan perceraian karena terbukti terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, dengan perselingkuhan 

melalui media sosial sebagai pemicu utama, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP 

No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam penentuan hak asuh anak, 

hakim tidak menjadikan perpindahan agama sebagai dasar pencabutan hadhanah, 

melainkan mengutamakan prinsip kemaslahatan anak berdasarkan Pasal 105 KHI, 

sehingga anak tetap diasuh oleh ibu yang memiliki kedekatan emosional dan tidak 

terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan anak. Secara keseluruhan, putusan 

ini mencerminkan sinkronisasi antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan 

prinsip hukum Islam seperti kaidah al-dharar yuzal, serta menunjukkan bagaimana 

perselingkuhan digital menjadi tantangan baru dalam penyelesaian perkara rumah 

tangga di peradilan agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Diberi bentuk 

sempurna dan diberi akal pikiran, oleh karena itu, tujuan diciptakannya 

manusia salah satunya menjadi khalifah di bumi ini, seperti yang telah 

dijelaskan dalam surah al Baqarah ayat 30 yang berbunyi : 

                            

                       

       

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-

Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al – Baqarah 

2:30)
2
 

 

 Namun, pada dasarnya manusia diciptakan untuk membantu meningkatkan 

potensi manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu lain. 

Karena manusia perlu satu sama lain dan saling mendukung, mereka tidak bisa 

bertahan hidup sendiri di dunia ini. Menurut Mc Clelland, afiliasi adalah 

kebutuhan akan kehangatan dan dukungan dalam hubungan dengan orang lain. 

Kebutuhan afiliasi mendorong tingkah laku untuk berteman dan bersosialisasi, 

                                                             
2
 Kementerian Agama, R. I. Al-Qur‟an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-

Misbah.( Jakarta: Alfath 2017 ).6 
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berinteraksi dekat, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan cara bersahabat 

dan jatuh cinta.
3
 

 Allah SWT menciptakan pria dan wanita dengan tujuan agar mereka dapat 

menjalin hubungan, saling menyayangi, meneruskan generasi, dan hidup 

harmonis serta makmur melalui ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri adalah 

sunnatullah, yang berarti sebuah perintah dari Allah SWT dan juga Rasul-Nya. 

Ini bukan sekadar dorongan nafsu semata, melainkan, bagi seseorang yang 

telah menikah, ia sesungguhnya telah mengamalkan sebagian dari ajaran 

agama Islam.
4
 

 Pernikahan, dalam arti yang berbeda, bisa dipahami sebagai sebuah ikatan 

suci antara pria dan wanita. Mereka bergabung sebagai pasangan suami istri 

untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5
 Hal ini terdapat dalam pasal 1 

tahun 1974 Undang Undang Perkawinan. 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian atau 

akad yang kuat, yang disebut mitsaqon ghalidzan, di mana seorang ayah 

menyerahkan putrinya kepada seorang pria. Tujuan dari pernikahan ini adalah 

untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakan amal yang baik, serta 

membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
6
, 

hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
3
 Robert A Baron dan Donn Byrne, Psikologi sosial, (Jakarta: Erlangga, 2003), Jilid 1, 274-

275 
4
 Sidi Nazar Bakhry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Sakinah (Pedoman Ilmu 

Jaya, 2001), 2 
5
 Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

6
 Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Dasar dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3 
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 Dalam kehidupan pernikahan, tentu saja tidak selamanya suami dan istri 

selalu sejalan dan rukun. Ada kalanya, bahtera rumah tangga diterpa berbagai 

persoalan. Saat masalah ini muncul, tak jarang pasangan yang kesulitan 

mencari jalan keluar memilih untuk berpisah. Keputusan cerai bukanlah hal 

yang mudah dan seringkali menjadi pilihan terakhir ketika masalah tak 

kunjung selesai. Beberapa pemicu yang bisa menyebabkan perpisahan antara 

lain perselingkuhan, perbedaan prinsip yang mendalam, salah satu pihak 

keluar dari agama Islam, serta masalah ekonomi.
7
 Tentu saja, ada banyak 

faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada keputusan untuk 

mengakhiri pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyebutkan ada 

tiga sebab putusnya perkawinan, yaitu karena adanya putusan pengadilan, 

karena perceraian itu sendiri, dan karena salah satu pihak meninggal dunia.
8
 

 Sumpah setia yang diikrarkan seorang suami saat pernikahan acap kali 

dilupakan begitu saja. Sang suami malah terjerat pesona wanita lain, yang 

berujung pada jalinan asmara berupa perselingkuhan. Akan tetapi, bukan 

berarti hanya suami yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Banyak juga 

istri yang kedapatan berselingkuh
9
. 

 Perselingkuhan merupakan dimana salah satu pasangan yang mana dari 

salah satu dari mereka menciderahi komitmen, Yang paling parah dari 

                                                             
7
 Hilda Puja Asmara, “Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama 

(Murtad) Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj”, 

(Skripsi,UIN KHAS Jember, 2 
8
 Rasdjiji Lili, Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Bandung: Alumni, 1983), 71. 
9
 Moh.Arhis Said S.Bulagi, “Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan 

Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”, 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 30. 
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pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah saat 

salah satu dari mereka menjalin hubungan dengan orang yang dianggap 

sebagai idaman lain.
10

 

 Seiring dengan pekembangan dan perubahan zaman, tantangan hidup 

semakin rumit, dan sayangnya, angka perceraian juga terus meningkat dengan 

berbagai alasan. Salah satu pemicu yang makin sering ditemui di era digital ini 

adalah perselingkuhan yang bermula dari media sosial. Kemudahan akses dan 

bebasnya berinteraksi dengan orang lain di dunia maya seringkali memicu 

hubungan yang mengkhianati janji pernikahan. Hal-hal seperti berkirim pesan 

pribadi, bertukar foto, bahkan menjalin hubungan asmara secara online 

menjadi tanda-tanda perselingkuhan yang bisa merusak keharmonisan 

keluarga. 

 Media sosial telah menjadi salah satu platform yang signifikan di mana 

perselingkuhan bisa terjadi. Media sosial memberikan kemudahan akses untuk 

berkomunikasi dengan orang lain di luar pasangan, baik secara publik maupun 

privat. Fitur seperti pesan langsung (Direct massage) memungkinkan 

pengguna untuk berinteraksi tanpa diketahui oleh pasangan mereka. 

Anonimitas yang seringkali tersedia di media sosial juga bisa membuat 

individu lebih berani melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka 

lakukan dalam kehidupan nyata. Platform media sosial memungkinkan 

penggunanya untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar 

belakang dan lokasi geografis. Hal ini memperluas kemungkinan untuk 

                                                             
10

 A. B. &. Z. Afgan, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat," 20 
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terjadinya perselingkuhan, karena seseorang dapat dengan mudah menemukan 

individu yang menarik perhatian mereka di luar lingkaran sosial yang 

biasa.Individu yang merasa tidak puas dalam hubungan mereka mungkin 

mencari pengakuan atau kepuasan emosional dari orang lain melalui media 

sosial. Kurangnya perhatian atau kasih sayang dari pasangan dapat membuat 

seseorang rentan terhadap godaan yang ditawarkan oleh interaksi di media 

sosial. 

 Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia media 

sosial seperti lupa dengan janji pernikahan. Sehingga dengan mudah 

melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan bahkan 

menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian. Pada dasarnya, media 

sosial berperan sebagai sarana komunikasi. Namun, media sosial tidak hanya 

terbatas pada fungsi interaksi, tetapi kerap kali dimanfaatkan untuk tujuan 

yang negatif.
11

 Seperti yang terlihat, kadang-kadang media sosial 

dimanfaatkan sebagai alat untuk berselingkuh oleh pasangan suami istri. Tentu 

saja, ini bisa merusak keharmonisan dalam keluarga. Hubungan yang 

seharusnya dijaga oleh setiap pasangan bisa berakhir dengan perceraian yang 

disebabkan oleh media sosial. Ketidakharmonisan antara suami isteri inilah 

yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi 

disatukan hingga akhirnya menjadi sumber masalah dan berujung perceraian. 

 Perceraian adalah sebuah tantangan dalam kehidupan rumah tangga. 

Siapa pun dapat mengalaminya tanpa terkecuali. Syara‟ berharap agar ikatan 

                                                             
11

 Yenti Arsini, Hannisa Azzahra, Khairan Syahputra Tarigan, Irfan Azhari, “Pengaruh Media 

Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja”, 23 
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pernikahan antara suami dan istri berlangsung selamanya, kecuali jika 

terdapat alasan yang tidak bisa dihindari.
12

 Salah satunya adalah karena 

kematian salah satu pasangan atau pihak lainnya. Dengan demikian, syara' 

tidak menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang absolut dan juga tidak 

menyederhanakan prosedur perceraian. Syara‟ sendiri sebenarnya telah 

mengakui dan mengizinkan perceraian jika hal tersebut dapat meningkatkan 

kualitas hidup dibandingkan dengan mempertahankan hubungan 

pernikahan.
13

 

 Dampak perselingkuhan yang awalnya terjadi di dunia maya, terutama 

media sosial, tidak hanya dirasakan secara emosional oleh pasangan, tetapi 

juga memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam hukum Islam, perbuatan 

tidak setia ini bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Hal ini 

dijelaskan dalam pasal 116 KHI yang menegaskan bahwa zina atau 

perselingkuhan adalah salah satu penyebab sah terjadinya perpisahan. 

Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga mengakui perselingkuhan 

sebagai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan 

Agama.
14

  

 Di Indonesia, jumlah perceraian yang disebabkan oleh perselingkuan lewat 

media sosial semakin meningkat, salah satu contohnya adalah Putusan 

No.0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kediri. 

Dalam kasus tersebut, seorang suami terbukti berselingkuh menggunakan 

                                                             
12

 Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai 

Kunjang Kota Samarinda,” 12 
13

  Latif Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3 
14

 Kompilasi Hukum Islam pasal 116 
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aplikasi WhatsApp, dan bukti ini digunakan oleh sang istri untuk menggugat 

cerai. Putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam perkara ini patut untuk 

diteliti lebih jauh, terutama berkaitan dengan landasan hukum yang diterapkan 

dari perspektif hukum Islam dan hukum negara yang berjalan di Indonesia. 

Karena alasan tersebut, riset ini dianggap penting untuk dilakukan. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui cara hakim melihat kasus perceraian yang terjadi 

karena perselingkuhan di media sosial, dan bagaimana hukum Islam serta 

hukum positif memandang hal-hal serupa. Diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi 

acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi 

efek negatif media sosial terhadap keharmonisan keluarga. 

 Karena itu, untuk bisa memahami dasar hukum dari keputusan hakim 

dalam situasi ini, kita perlu melihatnya dari cara pandang hukum Islam dan 

juga aturan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita ingin tahu mengapa hakim 

setuju dengan permohonan cerai yang diajukan karena istri melakukan 

perselingkuhan, peneliti mengangkat topik "ANALISIS PUTUSAN HAKIM 

PENGADILAN AGAMA KEDIRI TERKAIT PERCERAIAN KARENA 

PERSLINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN NO.0277/Pdt. G/2017/PA. 

Kdr)". Kajian ini akan diuraikan dan dianalisis lebih lanjut dalam skripsi ini. 
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B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar bekalang di atas, disini peneliti menemukan 

permasalahan dan mengambil rumusan masalah,maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian 

yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama 

Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 

2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Hakim dalam 

menyelesaikan perkara  perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat 

media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 

3. Bagaimana pandangann Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam 

menyelesaikan perkara  perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat 

media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti adalah :  

1. Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk 

menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat 

media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr 

2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim 

untuk menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan 

lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri 

No.0277/Pdt.G/PA.Kdr 
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3. Untuk Mengetahui hukum Islam terhadap putusan hakim untuk 

menyelsaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat 

media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri 

No.0277/Pdt.G/PA.Kdr 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat dari penelitian ini termasuk informasi tentang kontribusi yang 

akan diberikan setelah penelitian berakhir. Selain itu, ada juga penerapan 

secara teori dan praktik, sebagi berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan 

perceraian. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Hakim  

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide dan rekomendasi, serta 

menjadi pedoman bagi hakim saat mengambil keputusan dan 

menetapkan kasus, khususnya yang berkaitan dengan perceraian. 

b. Bagi Masyarakat  

 Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman 

orang-orang tentang perceraian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

agar orang-orang lebih berpikir sebelum memutuskan untuk bercerai dan 

lebih bijak salam menggunakan media sosial.  
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c. Bagi peneliti 

 Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman serta 

mengidentifikasi gagasan mengenai keputusan hakim dalam menangani 

kasus perceraian yang didasarkan pada perselingkuhan melalui Platform 

Media Sosial. 

E. Definisi Istilah 

1. Analisis  

 Kata Analisis dalam KBBI adalah menyelidiki sesuatu secara 

mendalam, entah itu tulisan, tindakan, atau kejadian apapun untuk mencari 

tahu fakta sebenarnya, termasuk apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan 

bagaimana runtutan kejadiannya. Proses ini juga melibatkan pemecahan 

suatu topik besar menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa dipelajari satu 

per satu. Kita juga perlu memahami bagaimana bagian-bagian ini saling 

berhubungan agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. 

2. Putusan Hakim 

 Putusan merupakan suatu ungkapan yang disampaikan oleh hakim 

sebagai pejabat negara di hadapan persidangan pengadilan, dengan 

maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan suatu kasus atau sengketa 

antara pihak-pihak yang terlibat.
15

 Dan sebuah konsep mengenai 

keputusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sampai 

diucapkan oleh hakim di hadapan sidang. Pada dasarnya, hasil yang 

dibacakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis dalam 

                                                             
15

 Undang – undang Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pasal 60 ayat (2). 
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dokumen resmi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 

pada 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 pada 7 Maret 1962 

memberikan arahan di antaranya: saat keputusan dibacakan, draf 

keputusan harus sudah lengkap. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk 

menghindari adanya ketidaksesuaian antara isi keputusan yang dibacakan 

dan yang tertulis. Jika terdapat perbedaan antara yang dibaca dan yang 

tercatat, maka yang berlaku adalah yang dibacakan karena keputusan 

mulai berlaku saat dibacakan. 

 Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara filosofis dianggap 

sebagai simbol kehormatan hakim. Simbol kehormatan seharusnya 

menarik dan mempesona, serta menyenangkan untuk dilihat oleh mereka 

yang sedang mencari keadilan. Dengan kata lain, keputusan hakim harus 

mencakup tiga aspek pokok, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan 

(zwachmatigheit), dan kepastian hukum (rechtsecherheit). Ketiga hal ini 

harus mendapatkan perhatian yang sama dari segi profesional, meskipun 

dalam kenyataan dilapangan sering kali menjadi sulit untuk dilakukan..
16

 

3. Perceraian 

 Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

situasi di mana suami dan istri berpisah. Kata “berpisah” itu memiliki 

makna “menyatakan talak atau menghentikan hubungan sebagai pasangan 

suami istri. ”Berdasarkan KUHPerdata pasal 207, perceraian adalah 

putusnya atau pengakhiran suatu perkawinan melalui keputusan hakim, 

                                                             
16

 Drs.H.Majhudi, M.H.I.,”Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, 28 
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yang diajukan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut 

berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam hukum. Sebaliknya, istilah 

perceraian tidak dijelaskan dalam undang-undang tentang perkawinan, 

demikian juga dalam penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Meskipun 

tidak ada definisi yang baku mengenai perceraian, bukan berarti bahwa isu 

perceraian ini sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. 

Sebaliknya, pengaturan mengenai perceraian justru memiliki porsi yang 

paling besar. Ini semakin terlihat jelas ketika kita memeriksa peraturan-

peraturan yang mengaturnya. 

4. Perselingkuhan 

 Perselingkuhan  merupakan suatu tindakan tidak setia atau hubungan 

gelap antara seseorang dengan orang lain diluar hubungan resmi atau 

komitmen monogami,seperti pernikahan atau hubungan jangka panjang. 

Menurut Koentjoro, perselingkuhan merupakan tindakan tidak setia 

terhadap pasangan resmi yang dapat menyebabkan luka hati pada 

pasangan tersebut. Tindakan ini melibatkan seseorang dari pihak ketiga 

yang menjadi pasangan baru, baik dengan perasaan atau tanpa, secara 

nyata maupun dalam dunia maya. Secara perlahan atau secara bergantian, 

mereka mungkin dapat membayangkan atau melaksanakan aktivitas 

seksual tertentu dengan berbagai emosional dan tujuan yang berbeda, 

sering kali didampingi dengan kompensasi dan dalam jangka waktu 
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tertentu.
17

 Di pengertian lain menjelaskan bahwa Perselingkuhan adalah 

salah satu perbuatan atau aktifitas di luar dari ikatan pernikahan yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, adapun demikian 

perselingkuhan dilakukan dengan cara menyembunyikan untuk 

menghindari perilaku di luar lingkaran pernikahan
18

. 

5. Media Sosial 

 Media Sosial adalah Platform Digital yang memungkinkan pengguna 

berinteraksi,berbagai informasi,dan berkomunikasi dengan orang lain melalui 

internet. Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang 

memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten atau terlibat 

dalam jejaring sosial. Berdasarkan pendapat Shirky, media sosial berfungsi 

sebagai sarana yang memperkuat kemampuan individu untuk berbagi, 

berkolaborasi antara sesama pengguna, serta melaksanakan tindakan bersama 

yang tidak terikat pada struktur institusi atau organisasi. Media sosial 

berfokus pada menjadi individu yang autentik, yaitu orang-orang biasa yang 

berbagi gagasan, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan karya, 

berdiskusi, mencari teman baik, menemukan pasangan, serta membangun 

suatu komunitas. Pada dasarnya, menggunakan media sosial membuat kita 

bisa menjadi diri kita yang sebenarnya.
19

. 

 

 

                                                             
17

 Abdul Aziz Ahmmad, All Aboud Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya, 

(Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 8 
18

 Al-Atsary, A. S. Menikah untuk Bahagia Elex . (Jakarta: Media Komputindo, 2019), 122 
19

 Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11 
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6. Hukum Islam 

 Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama 

Islam, di mana prinsip-prinsip dasar dan struktur hukumnya ditetapkan 

langsung oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyu-Nya yang tercantum dalam 

Al-Qur‟an, selanjutnya diperjelas oleh Nabi Muhammad Saw.
20

 Melalui 

tuntunan beliau yang saat ini telah disusun dalam buku-buku hadits. Ruang 

lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup pengaturan interaksi antara 

individu dan masyarakat, tetapi juga meliputi hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya, dirinya sendiri, serta lingkungan dan alam sekitarnya. Hal 

ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersifat menyeluruh 

dan terintegrasi. Dasar yang berasal dari wahyu inilah yang secara mendasar 

membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya yang bisanya disusun 

hanya berdasarkan logika manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak 

hanya berperan sebagai panduan normatif untuk mengatur tatanan kehidupan 

sosial, melainkan juga sebagai alat spiritual yang menghubungkan manusia 

dengan dimensi transendental dan nilai-nilai moral universal. 

7. Hukum Positif 

 Hukum positif, atau disebut juga sebagai ius constitutum, adalah 

sekumpulan aturan dan norma hukum yang tertulis, yang saat ini sedang 

diberlakukan dan memiliki kekuatan yang mengikat, baik secara luas maupun 

terbatas, untuk digunakan oleh dan/atau melalui pihak pemerintah atau 

                                                             
20

 Wahyudin Darmalaksana, Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis, ( Bandung:Sentra 

Publikasi Indonesia, 2022), 8 
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lembaga pengadilan di Indonesia..
21

 Hukum positif adalah hukum yang diakui 

pada periode tertentu di dalam suatu negara tertentu. Dalam konteks 

Indonesia, hukum positif juga diistilahkan sebagai hukum nasional Indonesia. 

Hukum di Indonesia didasarkan pada filsafat positivisme. Positivisme hukum 

adalah sebuah aliran pemikiran yang terpengaruh secara signifikan oleh 

ajaran positivisme secara umum. Dengan demikian, pemahaman terhadap 

positivisme hukum merujuk pada norma-norma positif dalam sistem 

perundang-undangan yang ada. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang 

berpendapat bahwa ilmu pengetahuan alam adalah satu-satunya sumber 

pengetahuan yang sah dan menolak segala hal yang berhubungan dengan 

metafisika.
22

 Tidak ada ruang untuk spekulasi, semua harus berdasar pada 

data yang dapat diuji. Positivisme merupakan bentuk empirisme yang, dalam 

beberapa aspek, mencapai kesimpulan logis yang sangat ketat, karena segala 

bentuk pengetahuan hanya dapat berasal dari pengalaman, sehingga tidak ada 

ruang bagi spekulasi untuk diterima sebagai pengetahuan.
23

 

F. Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika ini, penulis akan menyajikan ringkasan pembahasan 

yang dibagi menjadi lima bab. Sekaligus dari awal hingga akhir bagian ini 

mencakup Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman 

Persetujuan Pembimbing, Halaman Persetujuan Tim Penguji, Halaman Motto, 

Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, Halaman 

                                                             
21

 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. 

(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56 
22

 F. Budi Hardiman, “Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang 

Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas, Kanisius,” 45 
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Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar, dan Halaman Daftar 

Lampiran. Untuk lebih jelasnya mengenai kelima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Yakni pendahuluan menjabarkan latar belakang permasalahan, rumusan, 

tujuan, dan manfaat penelitian, sub bab dari manfaat penelitian ada dua yakni 

mafaat secara praktis dan teoritis, selanjutnya definisi istilah kemudian 

sistematika pembahasannya. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Pada bab menguraikan terkait tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan 

dimana hal ini mempunyai dua sub bab yakni, penelitian terdahulu serta kajian 

teori menyangkut judul penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Menjabarkan mengenai metode penelitian dari jenis dan pendekatan, 

lokasi, dan subyek penelitian, teknik pengumpul data, analisa data, keabsahan 

data, serta tahapan penelitian. 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS 

 Menjelaskan hasil dari penelitian dengan pembahasan mendalam tentang 

isu yang telah diuraikan serta saran untuk semua pihak yang terkait dengan topik 

yang diteliti. 

BAB V PENUTUP 

 Ialah bab penutup yang berisikan atas simpulan dan saran. Dengan 

kesimpulan tersebut berupa hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya daftar Pustaka dan lampiran-lampiran selaku pendukung. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan ada beberapa Karya ilmiah 

memuat skirpsi,tesis,disertasi,artikel yang dimuat di jurnal imliah, terkait 

analisis putusan hakim tentang perceraian dengan beralasan perselingkuhan, 

berikut tinjauan umum tersebut: 

1. Skripsi dari MOH.Arhis Said S.Bulagi, Universitas Muhammadiyah 

Jakarta tahun 2022 tentang “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai 

alasan perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta 

No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)
24

. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini memiliki persamaan,yaitu didalamnya membahas tentang bagaimana 

hakim memutus perkara tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan 

lewat media soisal  dan juga pengaruh media sosial terhadap keharmonisan 

keluarga. 

 Namun ada perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti ini 

adalah penelitian yang sedang dikaji berbeda dengan penelitian 

sebelumnya,dimana didalam penelitian ini untuk pembahasannya berfokus 

dalam putusan hakim dengan mengacu dalam putusan 

No.0277/Pdt.G/PA.Kdr,yang dimana kasus perceraian yang beralasan 

perselingkuhan lewat media sosial ,berbeda dengan penelitian terdahulu 

                                                             
24

 MOH.Arhis Said S.Bulagi “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”,(Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, 2022), 3 
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yang mengacu pada putusan pengadila agama jakarta selatan nomer 

503/Pdt.G/2019/PA.JS 

2. Skirpsi dari Indira Larasti,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo 

tahun 2020 tentang “ Tinjauan Hukum Islam tehadap Perceraian 

disebabkan perselinguhan lewat Media sosial.“
25

 Didalam penelitian 

sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitain ini yaitu terletak pada 

fokus penelitian yang membahas tentang perceraian yang beralasan 

perselingkuhan lewat media sosial 

 Akan tetapi ada perbedaan didalamnya,yaitu didalam penelitian 

terdahulu memuat perselingkuhan dan dampaknya terhadap perceraian, 

menyoroti pelanggaran kepercayaan serta konsekuensi moral dan 

sosialnya. Media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp, disebut sebagai 

faktor yang memfasilitasi hubungan tidak pantas yang berujung pada 

konflik perkawinan, sedangkan didalam penelitian ini lebih berfokus pada 

putusan hakum dalam memutus kasus perceraian yang beralasan 

perselingkuhan lewat media sosial 

3. Skirpsi dari Hasan Wira Yudha, Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasiam Riau Tahun 2024,tentang “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial 

Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di 

Pengadilan Agama Pekanbaru”. Didalam penelitian ini membahas tentang 

hubungan antara perselingkuhan dan perceraian, dengan fokus pada 

bagaimana pelanggaran kepercayaan dapat menyebabkan berakhirnya 
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 Indira Larasti, “Tinjauan Hukum Islam tehadap Perceraian disebabkan perselinguhan lewat 

Media sosial,” (Skirpsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo,2020),3 
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pernikahan. Media sosial, khususnya WhatsApp, dianggap berperan dalam 

memfasilitasi perselingkuhan dan meningkatkan konflik perkawinan. 

Selain itu, penelitian ini membahas aspek hukum perceraian dalam Islam, 

termasuk syarat dan prosedurnya, dengan menekankan pentingnya 

persetujuan bersama dan komunikasi yang jelas. Studi ini juga menyoroti 

dampak sosial perceraian, baik bagi individu maupun komunitas, serta 

perlunya dukungan bagi mereka yang mengalami gangguan 

perkawinan.Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan,yakni dari segi fokus penelitian,yang mana fokus 

penelitiannya adalah spesifik pada perselingkuhan melalui WhatsApp, 

mengeksplorasi bagaimana platform ini menjadi alasan perceraian dan 

bagaimana kasus tersebut diputuskan di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu menelaah analisis putusan 

hakim, yang berarti lebih berfokus pada pertimbangan hukum dan dasar 

keputusan yang diambil dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan 

melalui media sosial secara umum. 

4. Jurnal dengan Judul “PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH 

MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI”. Ditulis oleh Alfan Haydar 

Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira Universitas Negeri 

Semarang tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan tentang meneliti dampak 

media sosial terhadap hubungan perkawinan, terutama dalam kaitannya 

dengan perselingkuhan dan perceraian. Penelitian ini menganalisis 

konsekuensi hukum dan emosional dari perselingkuhan yang terungkap 
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melalui media sosial serta peran platform tersebut dalam mengekspos 

perilaku curang. Menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, studi 

ini menggali pengalaman subjektif individu yang menghadapi perceraian 

akibat penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi 

dampak sosial perceraian, termasuk tekanan emosional pada keluarga dan 

anak-anak. Akhirnya, studi ini bertujuan memberikan wawasan bagi 

pembuat kebijakan dan pendidik dalam merancang langkah-langkah 

pencegahan untuk menjaga stabilitas perkawinan.
26

 Penelitian yang ditulis 

oleh Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira 

terdapat perbedaan dari penelitian yang di teliti oleh peneliti, yaitu dari 

pendekatan yang diterapkan,untuk pendekatan yang diterapkan oleh jurnal 

ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk 

memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami perceraian 

akibat media sosial. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis dalam 

skrpsi ini yaitu menerapkan pendekatan dengan studi kasus hukum atau 

normatif, menelaah putusan hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam 

perceraian akibat perselingkuhan di media sosial. 

5. Jurnal yang berjudul “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran 

Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran”. Ditulis oleh 

Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara tahun 2023.  Jurnal ini meneliti dampak media 

sosial terhadap perkawinan, khususnya bagaimana penggunaan yang tidak 

                                                             
26

 Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira “Perceraian Di Era Digital: 

Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi”. (Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2023), 3 
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bijak dapat memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian di 

Pengadilan Agama Kota Kisaran. Beberapa faktor penyebab utama 

perceraian adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), judi online, dan masalah ekonomi yang berawal dari media sosial 

seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp
27

. Perbedaan dari 

jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada objek 

penelitian,untuk objek penelitian di jurnal ini lebih luas cakupannya 

karena meneliti semua jenis pertengkaran yang dipicu oleh media sosial. 

Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti itu lebih spesifik dalam 

membahas kasus perselingkuhan yang terbukti melalui media sosial. 

Untuk mempermudah dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji 

dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut ini; 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No  Nama  Judul  Persamaan  Perbedaan  

1 Moh.Arhis 

Said 

S.Bulagi 

(2022) 

Perselingkuhan 

melalui media sosial 

sebagai alasan 

perceraian (Analisis 

Putusan 

PengadilanAgama 

Jakarta 

No.503/Pdt.G/2019/P

A.JS) 

Didalamnya membahas 

tentang bagaimana 

hakim memutus perkara 

tentang perceraian yang 

beralasan 

perselingkuhan lewat 

media soisal  dan juga 

pengaruh media sosial 

terhadap keharmonisan 

keluarga 

Terdapat pada kajian 

putusan,dan yang di kaji 

dalam penelitian 

terdahulu adalah putusan 

nomer 

503/Pdt.G/2019/PA.JS, 

sedangkan yang dikaji di 

skirpsi ini adalah putusan  

No.0277/Pdt.G/PA.Kdr 

2 Indira 

Larasti 

Tinjauan Hukum 

Islam tehadap 

Perceraian disebabkan 

pada fokus penelitian 

yang membahas 

tentang perceraian yang 

Di Penelitian terdahulu 

itu  memuat 

perselingkuhan dan 

                                                             
27

 Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat 

Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran,”1. 



22 

 

 
 

(2020) perselinguhan lewat 

Media sosial 

beralasan 

perselingkuhan lewat 

media sosial 

 

dampaknya terhadap 

perceraian, menyoroti 

pelanggaran kepercayaan 

serta konsekuensi moral 

dan sosialnya. Sedangkan 

di penelitian ini  lebih 

berfokus pada putusan 

hakum dalam memutus 

kasus perceraian yang 

beralasan perselingkuhan 

lewat media sosial 

3 Hasan 

Wira 

Yudha, 

(2024)   

Perselingkuhan 

Melalui Jejaring 

Sosial Whatsapp 

Sebagai Alasan 

Perceraian Studi 

Kasus Terhadap 

Putusan Di Pengadilan 

Agama Pekanbaru 

Keduanya sama sama 

membahas tentang 

bagaimana hakim 

memutus perkara 

perceraian yang 

beralasan 

perselingkuhan lewat 

media sosial 

Dari segi fokus 

penelitian,yang mana 

fokus penelitiannya 

adalah spesifik pada 

perselingkuhan melalui 

WhatsApp, mengeksplorasi 

bagaimana platform ini 

menjadi alasan perceraian 

dan bagaimana kasus 

tersebut diputuskan di 

Pengadilan Agama 

Pekanbaru. Sedangkan fokus 

penelitian peneliti yaitu 

menelaah analisis 

putusan hakim, yang 

berarti lebih berfokus 

pada pertimbangan 

hukum dan dasar 

keputusan yang diambil 

dalam kasus perceraian 

akibat perselingkuhan 

melalui media sosial 

secara umum 

4 Alfan 

Haydar 

Najmuddin, 

Nur 

Khamimah 

Naifa 

Salma 

Ufaira 

PERCERAIAN DI 

ERA DIGITAL: 

PENGARUH MEDIA 

SOSIAL DAN 

TEKNOLOGI” 

Meneliti terkait 

perceraian dan alasan 

perceraian lewat media 

sosial 

pendekatan yang 

diterapkan oleh jurnal ini 

yaitu menggunakan 

pendekatan 

fenomenologis kualitatif 

untuk memahami 

pengalaman subjektif 

individu yang mengalami 
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(2023) perceraian akibat media 

sosial. Sedangkan 

penelitian yang akan 

peneliti tulis dalam skrpsi 

ini yaitu menerapkan 

pendekatan dengan studi 

kasus hukum atau 

normatif, menelaah 

putusan hakim dan dasar 

pertimbangan hukum 

dalam perceraian akibat 

perselingkuhan di media 

sosial. 

5 Indira 

Aprilia 

Sani. 

Sahmiar 

Pulungan, 

Nurcahaya 

(2023) 

 

“Analisis Putusnya 

Perkawinan Akibat 

Pertengkaran Karena 

Media Sosial di 

Pengadilan Agama 

Kota Kisaran” 

Sama sama membahas 

tentang permasalah 

lewat media sosial dan 

putusan hakim terkait 

perkara perceraian 

Dari jurnal ini dengan 

penelitian yang akan 

diteliti yaitu terdapat 

pada objek 

penelitian,untuk objek 

penelitian di jurnal ini 

lebih luas cakupannya 

karena meneliti semua 

jenis pertengkaran yang 

dipicu oleh media sosial. 

Sedangkan untuk 

penelitian yang akan 

diteliti itu lebih spesifik 

dalam membahas kasus 

perselingkuhan yang 

terbukti melalui media 

sosial 

 

B. Kajian Teori 

1. Putusan Hakim 

a. Pengertian Putusan Hakim 

  Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan sebuah 

pernyataan dari hakim yang ditulis dan disampaikan di dalam sidang yang 

terbuka untuk publik, bertujuan untuk menyelesaikan atau menutup suatu 
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kasus serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukti, dan 

pelaksanaan.
28

  

  Menurut Drs. H. A. Mukti Arto SH, “Putusan itu adalah sebuah 

pernyataan yang dibuat oleh hakim dan diumumkan di depan umum, 

sebagai hasil dari proses pemeriksaan sengketa.”
29

 

 Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH. , menjelaskan tentang keputusan yang lebih 

mendalam sebagai berikut: “Putusan dikenal sebagai vonnis (dari bahasa 

Belanda) atau al-Qada‟ (dari bahasa Arab), yang merupakan hasil dari 

pengadilan agama di mana terdapat dua pihak yang berseteru dalam suatu 

kasus, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil pengadilan seperti ini biasanya 

disebut sebagai hasil peradilan yang sesungguhnya atau Yurisditio 

contentiosa.”
30

. 

 Q Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

dinyatakan bahwa sebuah keputusan dan penetapan hakim hanya dianggap 

valid dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang yang 

terbuka bagi publik. Keputusan itu perlu dicatat dalam bentuk tulisan dan 

disampaikan oleh hakim dalam sidang yang publik atau terbuka, sebagai 

hasil dari tahapan penyelidikan suatu tuntutan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang tidak 

ditemukan definisi rinci tentang "putusan hakim", melainkan hanya 

                                                             
28

 Aris Prio Agus Santoso,Dkk, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: 

PUSTAKABARUPRESS, 2023).105 
29

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di pengadilan agama, (Yogyakarta:Pustaka,2005), 

245. 
30

 Rayhan A rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991), 
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ketentuan mengenai apa saja yang wajib dicantumkan dalam sebuah 

putusan. Para ahli hukum memberikan tafsir sebagai berikut: 

1) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan yang diambil 

oleh hakim merupakan ungkapan dari hakim sebagai pejabat resmi 

yang memiliki wewenang, yang diutarakan dalam proses persidangan, 

bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri pertikaian antara 

pihak-pihak yang terlibat. 

2) Rubini dan Chaidir Ali mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu 

akta penutup dari suatu upaya perkara, berupa vonis yang berisi 

kesimpulan sebab-akibat dari suatu kasus
31

. 

  Dalam Rancangan Undang-Undang Acara Perdata Tahun 2006 

(Bab I Pasal 1 Angka 5) dijelaskan bahwa: "Keputusan pengadilan 

merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tulisan 

dan disampaikan dalam sidang yang terbuka atau publik bagi masyarakat, 

bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri suatu tuntutan." 

Kesimpulannya, putusan hakim merupakan pernyataan hukum berbentuk 

tertulis yang dibacakan di persidangan terbuka, sebagai tindakan 

mengakhiri atau menyelesaikan sengketa hukum tertentu. Asas-asas 

penting dalam putusan hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 

HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, adalah:
32

 

1) Memuat alasan yang rinci dan jelas. 

2) Mengadili semua bagian gugatan yang diajukan. 

                                                             
31

 Rubini dan Chaidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata (Bandung: Alumni, 1974), 105. 
32

 Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di 

Pengadilan", 46 



26 

 

 
 

3) Tidak mengizinkan melebihi dari tuntutan yang dimohonkan. 

4) Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. 

 Sifat putusan pengadilan selalu berupa Condemnatoir yaitu Putusan yang 

menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, membayar, atau 

melaksanakan kewajiban tertentu ataupun bersifat Constitutief yang 

artinya Putusan yang menciptakan atau mengubah suatu keadaan hukum 

tertentu. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 

dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diperintahkan 

pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi.
33

 

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim 

  Menurut Pasal 196 Ayat (1) RBg mengatur tentang putusan 

pengadilan, dan pada Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 46-68 Rv, Pasal 180 

HIR, dan Pasal 191 RBg
34

, dalam Sistem hukum acata perdata,putusan 

hakim dapat dibedakan berdasarkan dua aspek utama yaitu: 

1) Aspek Hadirnya Para Pihak 

Berdasarkan hadirnya para pihak, terdapat 3 jenis putusan,antara lain; 

a) Putusan Gugatan Gugur 

 Berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, gugatan 

dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir dalam sidang 

yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah dan tanpa menunjuk 

wakil untuk hadir. 

 

                                                             
33

 Rayhan A rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama",195. 
34

 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, Putusan Pengadilan, (Jakarta:Sinar Grafika), 873 
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b) Putusan Verstek 

 Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, 

apabila tergugat tidak hadir pada hari persidangan tanpa alasan 

sah dan tanpa menunjuk wakil, maka hakim dapat menjatuhkan 

putusan tanpa kehadirannya.
35

 

c) Putusan Contradictoir 

1) Putusan ini dijatuhkan dalam sidang di mana kedua belah 

pihak hadir secara langsung. 

2) Dapat pula dijatuhkan jika hanya salah satu pihak hadir saat 

putusan diumumkan, namun sebelumnya pernah hadir dalam 

proses persidangan.
36

 

2) Aspek Sifat 

Jika dilihat dari sifatnya, putusan pengadilan dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu; 

a) Putusan Declatoir  

  Putusan declaratoir merupakan kategori keputusan hakim 

yang hanya mengungkapkan atau menentukan suatu situasi hukum. 

Misalnya, hakim menyatakan bahwa tuntutan penggugat memang 

benar atau menyatakan bahwa tanah yang dipermasalahkan secara 

hukum benar milik penggugat. Putusan ini tidak memerintahkan 

siapa pun untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya menjelaskan atau 

menegaskan status hukum dari suatu hal. 

                                                             
35

 R. Tresna, Komentar HIR (Jakarta: Pradnya paramita, 1984),129. 
36

 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, Putusan Pengadilan, (jakarta: Sinar Grafika), 888 
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b) Putusan Akhir 

` Putusan akhir adalah keputusan yang dikeluarkan oleh 

hakim di akhir proses persidangan, setelah seluruh pemeriksaan 

terhadap pokok perkara selesai dilakukan. Berbeda dengan putusan 

sela yang dikeluarkan di tengah-tengah jalannya sidang, putusan 

akhir menjadi penutup dari seluruh rangkaian proses hukum. 

Dalam situasi ini, hakim melaksanakan tugasnya sebagai otoritas 

peradilan untuk menyelesaikan dan menuntaskan konflik antara 

pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh. 

c. Kekuatan Putusan Hakim 

  Dalam perkara perdata, putusan pengadilan memiliki tiga jenis 

kekuatan hukum, yaitu : 

1) Kekuatan Mengikat 

 Yaitu keputusan itu wajib diikuti oleh semua orang yang terlibat 

dalam kasus ini, termasuk keluarga atau siapa saja yang menerima hak 

dari orang yang terlibat.
37

 

2) Kekuatan Pembuktian 

 Artinya, keputusan tersebut bisa dipakai sebagai bukti karena telah 

diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan telah ditandatangani 

secara sah. 

 

 

                                                             
37

 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori serta Praktek (Jakarta: Djambatan-

Inkultra Foundation, 1998), 82. 
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3) Kekuatan Eksekutorial 

 Putusan dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika pihak yang 

kalah tidak mau melakukannya dengan sukarela. Namun, tidak semua 

putusan bisa dieksekusi; hanya putusan yang bersifat menghukum 

(condemnatoir) yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui 

mekanisme hukum.
38

 

2. Pengadilan Agama 

a) Pengertian Pengadilan Agama 

 Secara etimologis, istilah pengadilan merujuk pada majelis atau 

dewan yang menjalankan fungsi mengadili suatu perkara. Dalam 

pengertian yang lebih luas, istilah ini juga bisa berarti mahkamah atau 

gedung tempat sidang berlangsung.
39

 Sementara itu, pengadilan agama 

adalah penerjemahan dari istilah Belanda Godsdienstige Rechtspraak, 

yang mengindikasikan pengadilan yang didasarkan pada norma agama. 

Sementara itu, peradilan agama mengacu pada suatu proses atau 

mekanisme pencarian keadilan serta penyelesaian sengketa hukum 

berdasarkan ketentuan agama, khususnya Islam. 

 Dalam UU No. 3 Tahun 2006, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa 

"Pengadilan Agama adalah pengadilan untuk masyarakat yang beragama 

Islam". Ini berarti, pengadilan agama merupakan bagian dari sistem 

peradilan di Indonesia yang memiliki fokus khusus, yaitu menangani 

                                                             
38

 Rayhan A rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15 
39

 Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 2008), 13. 
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kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Muslim.
40

 Pengadilan agama 

sendiri merupakan institusi resmi negara yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, dan tergolong sebagai pengadilan khusus, sama 

halnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.
41

 

 Sebagai institusi peradilan yang berada di tingkat awal, pengadilan 

agama memiliki tanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan 

memutuskan kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat, baik berupa 

gugatan maupun permohonan. Semua perkara yang masuk wajib diproses 

melalui pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu sebelum dapat 

diajukan ke tingkat banding atau kasasi. Dengan demikian, tidak 

diperbolehkan mengajukan perkara secara langsung ke Pengadilan Tinggi 

Agama tanpa melalui tahapan pengadilan agama di tingkat pertama. 

 Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang yang 

menyebutkan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak dalam 

memeriksa dan memutuskan suatu kasus hanya karena alasan hukum 

tidak ada atau tidak jelas. Artinya, pengadilan wajib menjalankan 

fungsinya untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. 

Kewenangan yuridis pengadilan agama meliputi penyelesaian perkara-

perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam, seperti masalah 

perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah, yang semuanya 

diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.
42

 

                                                             
40

 M. Idris ramulyo, Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 

(Jakarta: ind Hill Co, 1999), 12. 
41

 Rayhan A rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15. 
42

 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pasal 49 
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b) Kewenangan Pengadilan Agama 

 Peradilan Agama mencerminkan jejak sejarah perkembangan 

hukum Islam di Indonesia. Institusi ini awalnya muncul dalam bentuk 

tahkim, yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui mediator, yang 

berkembang seiring masuknya para pedagang Muslim ke wilayah 

Nusantara. Seiring terbentuknya komunitas-komunitas Muslim, sistem 

ini berkembang menjadi Ahl Halli wa al-„Aqdi, yakni badan musyawarah 

yang bertugas menyelesaikan persoalan masyarakat berdasarkan ajaran 

Islam. Selanjutnya, institusi ini berkembang menjadi tawliyah, atau 

lembaga peradilan resmi yang ditunjuk oleh penguasa Muslim, seperti 

yang terlihat dalam Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram Islam. 

Model ini kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Banten, 

Cirebon, dan Aceh. 

 Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama secara formal 

mulai diatur melalui Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152. Ketentuan ini 

menetapkan bahwa Pengadilan Agama dibentuk berdampingan dengan 

Landraad (pengadilan sipil kolonial), dengan wilayah hukum yang sama, 

umumnya mencakup satu wilayah kabupaten. Pengadilan Agama 

memiliki wewenang untuk menangani masalah yang berhubungan 

langsung dengan hukum Islam, seperti pernikahan, perceraian, pemberian 

mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, pewarisan, hibah, wakaf, dan 
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pengelolaan Baitul Mal. Namun, aturan ini hanya diterapkan di daerah 

Jawa dan Madura.
43

 

 Kewenangan absolut Pengadilan Agama kemudian ditegaskan 

kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49, 

dengan ruang lingkup perkara yang serupa dengan yang tertuang dalam 

Staatsblad 1882.
44

 Adapun kewenangan relatif atau yurisdiksi 

wilayahnya diatur dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yaitu berada di 

ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum mencakup seluruh kabupaten 

atau kota madya. 

 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami perluasan. Melalui 

Pasal 49, pengadilan ini juga diberi wewenang untuk menangani perkara-

perkara ekonomi syariah, menjadikannya bagian integral dari sistem 

hukum peradilan agama. 

 Salah satu indikator meningkatnya pengaruh hukum Islam dalam 

sistem hukum positif adalah kebijakan integrasi seluruh lembaga 

peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan ini membuka ruang 

yang lebih luas bagi syariat Islam untuk berkembang sesuai kebutuhan 

umat. Contoh paling nyata terlihat di Provinsi Aceh, yang secara resmi 

menerapkan syariat Islam yang mencakup hukum perdata dan pidana 

Islam. 
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c) Tugas Hakim dalam Pengadilan Agama  

 Pasal 1 ayat (8) KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim adalah 

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

untuk mengadili.” Dalam perspektif syariat Islam, hakim merupakan 

individu yang diangkat oleh pemimpin untuk menyelesaikan perkara-

perkara hukum perdata ketika lembaga peradilan yang berwenang tidak 

dapat menjalankan fungsinya.
45

 Lebih lanjut, definisi hakim juga terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang menerangkan bahwa hakim mencakup 

mereka yang berfungsi di Mahkamah Agung dan semua badan peradilan 

di bawahnya, baik dalam ranah peradilan umum, peradilan agama, 

militer, administrasi negara, maupun pengadilan khusus lainnya dalam 

konteks peradilan ini. Sementara itu, Pasal 1 ayat (9) KUHAP 

menyatakan bahwa kewenangan hakim adalah untuk mengadili, yang 

mencakup serangkaian tindakan seperti menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara pidana berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan 

keadilan dalam proses hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.
46

 

 Fungsi utama hakim adalah menjaga objektivitas dalam menyaring 

dan menilai semua informasi yang disampaikan para pihak di 

persidangan, tanpa menambah atau mengurangi isi keterangan tersebut, 

terutama dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, pencarian 
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kebenaran oleh hakim bahkan tidak dibatasi hanya pada apa yang 

dilakukan oleh terdakwa.
47

 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (yang 

menggantikan UU No. 14 Tahun 1970), hakim memiliki beberapa 

kewenangan penting, yaitu: 

1) Menjatuhkan putusan demi keadilan yang berlandaskan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2) Menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

3) Dalam menilai seberapa berat atau ringan suatu hukuman, hakim 

harus memperhatikan karakter positif dan negatif dari terdakwa.
48

 

 Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak kasus yang 

diajukan kepadanya, walaupun kasus itu belum atau tidak diatur dengan 

jelas dalam undang-undang. Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 

menegaskan bahwa pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan 

memutus setiap perkara, meskipun hukum yang mengatur belum tersedia 

secara lengkap.
49

 Dalam kondisi seperti ini, hakim harus mampu 

menemukan dan menetapkan hukum melalui penalaran hukum yang 

bersumber dari Al-Qur‟an, Sunnah, literatur fikih klasik dan 

kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai Islam yang 
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berlaku dalam masyarakat. Semua itu dapat dijadikan sebagai pedoman 

atau yurisprudensi dalam menangani perkara-perkara serupa.
50

 

 Dalam proses pembentukan dan penemuan hukum, peran hakim 

menjadi sangat sentral. Namun, dalam perkara perdata, hakim bersifat 

lebih pasif. Tugas utamanya adalah mendukung individu yang mencari 

keadilan dengan mengatasi berbagai rintangan yang mereka temui, tanpa 

menambah atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan. Artinya, 

hakim hanya diperbolehkan untuk meninjau dan mengambil keputusan 

mengenai perkara dalam batas-batas sengketa yang telah ditentukan oleh 

pihak-pihak yang terlibat.
51

 

3. Perceraian 

a) Pengertian Perceraian 

 Berdasarkan pendapat R. Subekti, perceraian adalah akhir dari 

hubungan pernikahan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan atau 

atas permintaan salah satu pasangan selama mereka masih menikah.
52

 

Sementara itu, secara etimologis, kata "perceraian" dalam bahasa 

Indonesia berasal dari kata "cerai," yang berarti pemisahan, tindakan 

memisahkan diri antara suami dan istri, perpecahan, atau proses 

mengakhiri pernikahan. 

 Dalam ilmu fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak atau 

firqoh. Kata "talak" berasal dari "itlaq," yang berarti melepaskan atau 
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meninggalkan.
53

 Secara terminologi dalam syariat, talak diartikan sebagai 

pelepasan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. 

Dalam pengertian bahasa, talak berarti menghapuskan, melepaskan, atau 

mengakhiri, sedangkan dalam istilah, talak mengacu pada pemutusan 

hubungan pernikahan dan berakhirnya relasi antara suami dan istri.
54

 

 Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian didefinisikan 

sebagai berakhirnya ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perceraian 

yang dapat terjadi melalui talak atau melalui permohonan perceraian,
55

 

dan KHI pada pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat 

dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama mencoba dan tidak berhasil untuk menengahi kedua belah 

pihak.
56

 

 Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

khususnya pasal 38, disebutkan bahwa pernikahan dapat berakhir karena 

sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi meninggalnya salah satu 

suami atau istri, adanya proses perceraian yang sah, serta adanya putusan 

yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.
57

 Selanjutnya, di Undang-

Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, tepatnya pada pasal 39 ayat 1 

dan 2, diterangkan bahwa proses perceraian cuma bisa dilaksanakan 

didepan Sidang Pengadilan. Itu pun setelah Pengadilan terkait sudah 
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berupaya, tapi sayangnya gagal, untuk merukunkan kembali suami istri 

tersebut.. Untuk melaksanakan perceraian, perlu ada alasan yang cukup, 

bahwa pasangan suami istri tersebut tidak dapat hidup harmonis sebagai 

suami istri.
58

 

b) Dasar Hukum Perceraian 

1) Menurut Hukum Islam 

 Islam melihat bahwa tujuan utama dari menikah adalah untuk 

menciptakan kehidupan berkeluarga yang tahan lama, yang didasari 

oleh cinta, perhatian, dan saling memahami antara pasangan. Karena 

itu, Islam melarang bentuk perkawinan yang dimaksudkan hanya untuk 

sementara waktu atau semata-mata demi pemuasan hawa nafsu, tanpa 

adanya komitmen jangka panjang. 

 Namun demikian, meskipun syariat telah memberikan panduan 

yang ideal, kenyataannya tidak semua pasangan mampu mewujudkan 

kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam 

perjalanannya, tidak jarang timbul permasalahan dalam rumah tangga, 

seperti kesalahpahaman, ketidakpatuhan terhadap kewajiban masing-

masing, hingga hilangnya rasa saling percaya. Hal ini bisa memicu 

ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, terlebih jika keduanya 

tidak lagi memiliki visi dan persepsi yang sejalan.Beberapa masalah 

rumah tangga dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi, 

sehingga hubungan kembali harmonis. Namun, dalam banyak kasus, 
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permasalahan justru semakin memburuk, menyebabkan pertengkaran 

yang terus-menerus dan perasaan saling benci. Apabila pernikahan 

sudah tidak lagi memberikan ketenangan, kedamaian, dan harapan 

untuk diperbaiki, maka Islam memberikan jalan keluar yang sah 

melalui mekanisme talak atau perceraian, sebagai solusi terakhir untuk 

menghindari kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga.
59

 

Ketentuan perceraian tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur‟an sebagai 

berikut:  

                          

Artinya:Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan 

adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Bijaksana.(Q.S. An Nisa‟:130)
60

 

 Ayat ini menegaskan bahwa jika hubungan suami istri sudah tidak 

bisa dipertahankan dan perceraian menjadi pilihan terakhir, maka tidak 

perlu takut akan masa depan. Allah memastikan bahwa setelah 

perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, akan tetap mendapatkan 

anugerah dan rezeki dari-Nya. 

 Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun pelaksanaannya 

tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perceraian hanya bisa 

terjadi jika ada alasan yang sangat pening dan mendesak, dan setelah 

mencoba berbagai cara terlebih dahulu untuk menjaga agar keluarga 
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tetap utuh. Jika segala usaha tersebut tetap tidak berhasil menyatukan 

kembali hubungan suami istri, maka perceraian dipandang sebagai jalan 

terakhir yang dapat diambil.
61

 

 Adapun dasar diperbolehkannya talak atau perceraian itu dituang 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi : 

                     

                           

                           

Artinya:Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.
62

 

 Para ulama' fiqih sepakat bahwa perceraian diperbolehkan dalam 

Islam. Secara rasional, ini bisa dimengerti karena perceraian dapat 

menjadi jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak 

harmnis lagi dan tidak bisa dilanjutkan dengan baik. 

2) Menurut Hukum Positif 

 Dalam hukum positif Indonesia, perceraian atau talak diatur oleh 

beberapa aturan yang menjadi dasar hukum. Salah satu yang sangat 
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penting adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai 

Perkawinan. Aturan ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan melalui jalur pengadilan, setelah hakim berusaha untuk 

menengahi kedua pihak namun tidak membuahkan hasil. 

 Selain itu, perceraian juga perlu memiliki alasan yang jelas dan 

kuat bahwa pasangan tidak dapat lagi hidup harmonis. Aturan ini 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang 

memberikan informasi lebih lengkap tentang bagaimana cara 

mengajukan perceraian dan langkah-langkah yang harus dilalui di 

pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, ketentuan perceraian juga 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116, 

yang menyebutkan beberapa alasan sah untuk bercerai, seperti 

perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan 

pasangan tanpa alasan, atau adanya pertengkaran yang terus-menerus. 

KHI juga menyatakan bahwa seorang suami yang berkeinginan untuk 

menceraikan istrinya diwajibkan untuk mengajukan permohonan cerai 

talak kepada Pengadilan Agama agar proses perceraian dilakukan 

dengan cara yang sah dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam 

UU No.1 tahun 1974 dan KHI tidak menjelaskan secara jelas apa itu 

perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjelasan tersebut 

biasanya berkaitan dengan kitab-kitab fiqih yang telah ada sebelumnya. 

Namun, secara tidak langsung, istilah ini dapat dipahami dari pasal 114 
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KHI yang menyatakan bahwa "Keputusan mengenai pernikahan yang 

muncul akibat perceraian dapat dilakukan melalui talak atau 

berdasarkan pengajuan perceraian."
63

 

 Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam hukum Peradilan Agama di Indonesia, terdapat dua kategori 

perceraian yang diakui, yaitu cerai talak dan cerai gugat. 

a) Cerai talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan 

yang diajukan oleh suami. Ketentuan ini secara implisit tertulis 

dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

mengenai Perkawinan dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), yang menjelaskan bahwa suami bisa meminta untuk 

mengajukan cerai di depan pengadilan agama.
64

 

b) Cerai gugat merupakan metode untuk mengakhiri hubungan 

pernikahan yang diajukan oleh pihak istri dengan mengajukan 

permohonan perceraian ke dalam pengadilan agama. Ketentuan 

tentang hal tidak langsung dibahas dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan juga Pasal 132 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa seorang 

istri berhak untuk meminta perceraian jika ada alasan yang sudah 

diakui oleh hukum.
65
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 Menurut pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 115 

KHI, sebuah pernikahan akan berakhir atau dianggap putus jika 

diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama. Hal ini terjadi setelah 

Pengadilan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi 

gagal. Pernikahan bisa dibubarkan jika ada alasan yang cukup kuat 

yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak bisa rukun lagi. 

 Sebagaimana ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga 

keutuhan rumah tangga dan tidak mudah melakukan perceraian 

meskipun dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana 

disebutkan dalam hadits,prinsip serupa juga tercermin dalam ketentuan 

hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, khususnya pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa : 

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
66

 

 Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia juga 

memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan diupayakan 

untuk berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian hanya dijadikan 

sebagai jalan terakhir ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk 

mempertahankan rumah tangga. 
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 Dari istilah ikatan lahir dan batin serta kebahagiaan yang abadi, 

kita bisa mengerti bahwa prinsip pernikahan adalah untuk selamanya 

dan tidak boleh ada perceraian.
67

 

c) Penyebab putusnya perkawinan 

 Perkawinan dapat berakhir karena berbagai alasan, baik yang 

berasal dari pihak suami maupun istri. Para ulama klasik telah 

merumuskan beberapa penyebab perceraian, termasuk Imam Syafi‟i yang 

menjelaskan bahwa selain talak, pernikahan juga dapat putus karena 

khulu‟, fasakh, syiqaq, nusyuz, ila‟, dzihar, dan li‟an. Penjelasan 

mengenai penyebab-penyebab ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah 

ini
68

: 

1) Khulu’ 

 Menurut istilah dalam fikih, khulu‟ adalah proses perceraian yang 

diminta oleh perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau 

barang kepada suaminya agar mau menceraikannya. Uang atau 

barang ini bisa jadi adalah mahar yang sudah diberikan oleh suami, 

harta, atau hal lain yang disetuji bersama.  

 Dalam mazhab Syafi‟i, khulu‟ dianggap sebagai bentuk talak ba‟in 

sughra, yang berarti pasangan tidak bisa rujuk kecuali dengan akad 

dan mahar baru. Menurut Abu Zahrah, khulu‟ memiliki dua makna, 

yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam pengertian umum, 
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khulu‟ merujuk pada perceraian yang terjadi ketika istri memberikan 

sejumlah harta kepada suaminya sebagai tebusan untuk berpisah. 

Perceraian ini dapat diungkapkan dengan lafaz khulu‟, mubaro‟ah, 

atau talak. Definisi ini lebih banyak digunakan oleh para ulama 

kontemporer. Sementara itu, dalam pengertian khusus, khulu‟ hanya 

merujuk pada perceraian dengan lafaz khulu‟ secara eksplisit. 

Pendapat ini lebih umum digunakan oleh ulama terdahulu (salaf).
69

 

 Khulu adalah kesepakatan untuk bercerai yang dibuat oleh suami 

dan istri dimana istri meminta perceraian tersebut. Sebagai gantinya, 

istri memberikan sejumlah uang atau barang yang diserahkan kepada 

suaminya., sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al 

Baqarah 2 : 229 

                        

                     

                     

                         

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami 

dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan 

istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum 

Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak 

mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya 

tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) 

untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka 
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janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar 

hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”
70

 

 

2) Fasekh 

 Secara bahasa Fasekh berasal dari bahasa arab yaitu “فسخ “ Yang 

artinya bodoh, kurang cerdas, membatalkan, memisahkan, mengurai, 

membagi, hancur atau merobek.
71

 Secara terminologis, kata fasakh 

dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, yakni merujuk pada 

pembatalan suatu akad dalam berbagai konteks. Tidak hanya berlaku 

dalam urusan pernikahan, tetapi juga mencakup pembatalan akad 

dalam muamalah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan 

perceraian
72

. Terkait dengan arti fasakh sebagai pengakhiran 

hubungan pernikahan, hal ini mengacu pada kerusakan dan 

pembatalan perjanjian nikah..
73

  Menurut al-Zuḥailī, Fasakh adalah 

rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan 

kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.”
74 

 Menurut Hamid Sarong, fasakh adalah salah satu alasan yang 

menyebabkan putusnya pernikahan, yaitu dengan membatalkan atau 

mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung.
75

 Dan juga 
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dalil yang di gunakan sebaai dasar hukum fasekh antaranya mengacu 

pada surat QS.An-Nisa‟ ayat 23-24 : 

                       

                     

                      

                      

                     

                    

                       

                           

                    

                    

               

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-

anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 

yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
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diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan 

juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan 

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) 

mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap 

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”76 

3) Syiqaq 

 Syiqaq merujuk pada konflik mendalam antara pasangan yang 

berpotensi mengarah pada berakhirnya hubungan pernikahan. 

Perselisihan ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, tetapi 

mencerminkan ketegangan yang signifikan dalam pernikahan, 

sehingga sering kali memerlukan campur tangan pihak ketiga untuk 

mencari solusi. Syiqaq biasanya muncul karena adanya perbedaan 

pemahaman, nilai, atau fungsi dalam keluarga yang sulit disetujui 

oleh kedua pihak. Dalam perspektif hukum Islam, syiqaq dianggap 

sebagai kondisi serius yang memerlukan mediasi dari pihak luar, 

seperti hakim atau anggota keluarga yang dihormati, guna membantu 
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pasangan menemukan jalan damai.
77

 Namun, jika upaya mediasi 

tidak berhasil dan konflik terus berlanjut tanpa titik temu, maka 

perceraian menjadi solusi terakhir yang ditempuh setelah semua 

usaha rekonsiliasi dilakukan. 

 Konsep syiqaq dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang 

menekankan pentingnya menyelesaikan konflik rumah tangga 

melalui mediasi. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:35) yang 

berbunyi: 

                       

                           

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di 

antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga 

laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. 

Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), 

niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”78 
 

 Ayat diatas mengarahkan agar setiap pihak dalam pernikahan 

yang bermasalah mengirim seorang mediator dari keluarganya untuk 

membantu menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari proses ini adalah 

untuk menemukan solusi yang adil dan mempertahankan keutuhan 

rumah tangga sejauh mungkin. 

 Hukum Islam mengakui bahwa perselisihan yang 

berkepanjangan dapat merusak pernikahan, sehingga diperlukan 
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intervensi yang sistematis guna mengembalikan keharmonisan. Al-

Qur‟an menegaskan bahwa jika kedua mediator memiliki niat yang 

tulus untuk mendamaikan pasangan, maka bantuan dan bimbingan 

dari Allah akan membantu mereka mencapai tujuan tersebut.  

 Dalam yurisprudensi Islam, penyelesaian syiqaq mengikuti 

tahapan yang jelas, dimulai dari mediasi dan, jika tidak membuahkan 

hasil, dapat berujung pada perceraian sebagai langkah terakhir. 

Prosedur ini dirancang untuk menjamin keadilan bagi kedua belah 

pihak serta meminimalkan dampak negatif dari perpisahan. 

 Pengenalan syiqaq sebagai isu yang serius mencerminkan 

prinsip Islam yang lebih luas dalam menjaga stabilitas keluarga dan 

kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, Islam menekankan 

perlunya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam 

pernikahan, guna memastikan bahwa hubungan rumah tangga dapat 

dipertahankan selama masih memungkinkan. 

4) Nusyuz 

 Nusyuz merujuk pada sikap membangkang atau ketidaktaatan 

salah satu pasangan dalam menjalankan kewajiban pernikahan, yang 

dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.
79

 Dalam konteks 

istri, nusyuz terjadi ketika ia menolak untuk mematuhi suaminya, 
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baik dalam aspek keintiman, dukungan emosional, maupun tanggung 

jawab rumah tangga. Sementara itu, pada suami, nusyuz tercermin 

dalam kelalaian terhadap kewajibannya, seperti tidak memberikan 

nafkah atau mengabaikan kebutuhan emosional istri, yang dapat 

menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai. Konsep ini 

berlaku bagi kedua belah pihak, menegaskan bahwa pernikahan 

didasarkan pada tanggung jawab bersama. Jika tidak segera 

diselesaikan, nusyuz dapat berkembang menjadi konflik yang lebih 

serius, seperti syiqaq, yang berpotensi mengancam keutuhan 

keluarga. Nusyuz telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ 

ayat 34 yang berbunyi: 

                      

                      

                    

                          

      

Artinya: ”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena 
mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh 

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri 

ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 

(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat 

kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur 
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(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. 

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, 

Allah Mahatinggi, Mahabesar.”
80

 

5) Ila’ 

 Ila' adalah jenis janji dalam pernikahan di mana seorang suami 

berjanji untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya 

untuk periode waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk kemarahan 

atau ketidakpuasan.
81

 Dalam hukum Islam, ila' dianggap sebagai 

bentuk ekspresi sah dari keluhan suami, namun harus dilakukan 

dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif yang 

berkepanjangan bagi istri maupun hubungan pernikahan secara 

keseluruhan. Jika suami tetap bersikeras mempertahankan 

sumpahnya tanpa rekonsiliasi, hal ini dapat berujung pada 

perceraian. Oleh karena itu, konsep ila' menekankan pentingnya 

komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, agar 

ketidakpuasan tidak berkembang menjadi keterasingan permanen 

yang dapat merusak keharmonisan pernikahan. Dasar hukum 

pengaturan Ila‟ tedapa pada Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 226-

227: 
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                          

                       

Artinya :“Bagi orang yang meng-ila` Istrinya harus menunggu 

empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada 

istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan hati 

hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui. (227)”
82

 

 Ila' memberi suami hak untuk menetapkan periode tertentundi 

mana ia menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya, biasanya 

sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau kemarahan. Jangka 

waktu ini menjadi penentu apakah rekonsiliasi dapat terjadi atau 

perlu diambil langkah lebih lanjut. Setelah periode tersebut berakhir, 

suami diharapkan kembali menjalankan kewajibannya dalam 

pernikahan atau menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan 

perceraian jika ia menolak berdamai. Jika suami tetap mengabaikan 

hak istri, maka istri memiliki hak untuk mencari penyelesaian 

hukum, termasuk mengajukan gugatan cerai. Ketentuan hukum ini 

bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi 

ketidakadilan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dialog terbuka dan 

komunikasi yang efektif sangat diperlukan selama masa ila' untuk 

menyelesaikan konflik yang mendasarinya, karena perpisahan yang 
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berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan emosional bagi kedua 

pasangan. 

6) Dzihar 

 Dzihar merupakan sumpah dalam hukum Islam di mana seorang 

suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram 

dinikahi, sehingga secara simbolis menangguhkan hubungan suami 

istri. Biasanya, tindakan ini muncul sebagai bentuk ekspresi 

ketidakpuasan atau tekanan emosional dalam pernikahan.
83

 Dalam 

yurisprudensi Islam, dzihar dianggap sah jika diucapkan dengan niat 

menyampaikan keluhan. Namun, suami harus memahami 

konsekuensi dari sumpah ini, karena jika tidak diselesaikan dengan 

benar, dapat berdampak serius pada kelangsungan pernikahan. Al-

Qur‟an memberikan panduan terkait dzihar, menekankan bahwa 

suami wajib berdamai dengan istrinya atau menghadapi konsekuensi 

hukum, termasuk perceraian, jika ia tidak kembali menjalankan 

kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan 

pentingnya tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Lebih dari 

sekadar persoalan pribadi, dzihar memiliki implikasi hukum yang 

melindungi hak-hak istri dan mendorong suami untuk 

mempertimbangkan ulang tindakannya sebelum membuat keputusan 

yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Dasar hukum adanya 

Dzihar terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 2 : 
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                    

                     

        

 

Artinya : ”Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, 

(menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri 

mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah 

perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya 

mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan 

yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha 

Pemaaf, Maha Pengampun”
84

 

7) Il’an 

 Li'an adalah prosedur hukum dalam Islam yang memungkinkan 

seorang suami menyangkal status ayah dari seorang anak dengan 

bersumpah, sementara sang istri juga berhak bersumpah untuk 

membela dirinya dan menegaskan kesetiaannya.
85

 Proses ini 

bertujuan untuk menangani tuduhan perselingkuhan dengan cara 

yang adil serta melindungi hak kedua belah pihak. Dalam 

pelaksanaannya, suami harus menyatakan tuduhannya dengan 

sumpah sebanyak empat kali, menegaskan bahwa ia berkata jujur. 

Sebagai tanggapan, istri juga dapat bersumpah untuk menyangkal 

tuduhan tersebut. Jika proses li'an ini selesai, pernikahan secara 

otomatis berakhir, dan anak yang dipermasalahkan dianggap sebagai 

tanggung jawab istri. Aturan ini menekankan pentingnya kejujuran 
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dan akuntabilitas dalam pernikahan, memastikan bahwa keputusan 

diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dasar hukum li‟an terdapat 

pada Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 6-7 yang berbunyi : 

                     

                         

                   

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), 

padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri 

mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu 

ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa 

sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar(6). 

Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan 

menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.”
86

 

 

Dasar hukum menurut undang undang tentang Li‟an terdapat dalam : 

 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IX 

pasal 44 

 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

Pasal 87 dan Pasal 88  

 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 126 

d) Macam-Macam Talak 

1. Tinjauan Hukum Islam 

Ada beberapa jenis perceraian menurut Hukum Islam diantaranya: 
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a) Talak Raj’i 

 Talak Raj‟i merupakan jenis perceraian di mana suami dapat 

kembali kepada istrinya tanpa perlu mengadakan akad baru, asalkan 

masih berada dalam masa iddah. Rujuk ini tetap dapat dilakukan 

meskipun istri tidak setuju. Ketentuan ini berlaku setelah jatuhnya 

talak pertama atau kedua, selama bukan termasuk talak baa'in, dan 

dilakukan sebelum masa iddah berakhir.
87

 

 Masa iddah memberikan kesempatan bagi suami untuk 

merenungkan keputusannya sebelum perceraian menjadi final. Dalam 

periode ini, suami masih mempunyai hak untuk merujuk atau kembali 

kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, selama belum mencapai 

talak tiga. Jika talak telah dijatuhkan tiga kali, maka perceraian 

menjadi bersifat permanen (talak baa‟in) dan tidak dapat dibatalkan. 

Proses talak raj‟i menekankan pentingnya komunikasi dan 

rekonsiliasi, memberi waktu bagi pasangan untuk menyelesaikan 

masalah sebelum mengambil keputusan akhir. Oleh karena itu, suami 

harus menyampaikan niat rujuknya dengan jelas agar tidak terjadi 

kesalahpahaman yang dapat memperumit hubungan mereka di 

kemudian hari. Dasar hukum dalam talak raj‟i dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 229 : 
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                  

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami 

dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan 

baik”
88

 

b) Talak Ba’in 

  Talak ba‟in adalah jenis perceraian yang tidak bisa diruju' lagi, 

kecuali jika ada pernikahan baru walaupun dalam masa Dhukul (talak 

yang terjadi sebelum ada hubungan intim setelah menikah).
89

 Talak 

Ba‟in sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu : 

1. Talak Ba‟in Sughra 

 Talak Ba‟in Sughra adalah Talak yang mana suami tidak 

boleh ruju‟ kembali ke mantan istrinya, Tetapi suami 

diperbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya dengan 

akad baru tanpa perlu melalui muhallil..
90

 

2. Talak Ba‟in Kubra 

 Seperti halnya Talak Ba‟in Sughra, pernikahan ini sudah 

berakhir dan suami tidak bisa kembali kepada istrinya selama 

masa iddah atau menikah lagi. Namun, untuk talak Ba‟in Kubra, 

ada aturan tertentu, yaitu istri harus terlebih dahulu menikah 

dengan pria lain dalam ikatan yang resmi. Dan suami yang baru 
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menyetubuhinya denga hakiki (Dukhulan Hakikiyah).
91

Kemudian 

suamianya tersebut menceraikanya atau meninggal dunia, dan 

masa iddah istri dari suami kedua ini telah berakhir.
92

 Dalil 

tentang talak Ba‟in Kubra sudah dijelaskan oleh Allah yang 

tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi : 

                          

                     

           

Artinya :“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya 

sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian 

jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 

dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) 
untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada 

orang-orang yang berpengetahuan.”
93

 

2. Tinjauan Hukum Positif 

Ditinjau dalam Hukum Positif perceraian itu terbagi menjadi dua yaitu  

a) Cerai Talak adalah seorang suami yang berniat untuk menceraikan 

istrinya wajib mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan 

Agama. Permohonan tersebut dimaksudkan agar pengadilan 

menjadwalkan sidang guna menyaksikan pengucapan ikrar talak 
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secara sah di hadapan Majelis Hakim,
94

 hal ini termuat dalam pasal 

66 UU No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama 

b) Cerai Gugat adalah Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, 

baik secara langsung maupun melalui kuasanya, harus didaftarkan 

di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat 

tinggal istri (penggugat). Namun, aturan ini tidak diterapkan jika 

istri dengan sengaja pergi dari tempat tinggal bersama tanpa 

persetujuan suaminya (tergugat). Dalam situasi ini, gugatan harus 

diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan alamat tergugat, hal ini 

tercantum dalam pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 mengenai 

pengadilan agama. 

 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara rinci 

mengenai klasifikasi jenis-jenis talak, sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 118 hingga Pasal 120. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Talak 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu talak raj‟i, talak ba‟in sughra, dan talak 

ba‟in kubra.
95

 

 Talak raj‟i adalah perceraian pertama atau kedua yang 

memungkinkan suami untuk kembali bersama istrinya selama masa 

iddah, tanpa harus akad ulang. Talak ini masih memberi ruang bagi 

suami istri untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga. 

 Sementara itu, talak ba‟in sughra adalah bentuk talak yang tidak 

memperbolehkan rujuk selama masa iddah, namun bekas suami masih 
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dapat menikahi kembali istrinya melalui akad nikah baru. Sesuai 

dengan Pasal 119 ayat (2) KHI, talak ba‟in sughra mencakup talak 

yang terjadi sebelum pasangan menikah (qabla al-dukhul), talak yang 

dilakukan dengan pembayaran tebusan oleh istri atau yang dikenal 

dengan khulu‟, serta talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
96

 

 Adapun talak ba‟in kubra adalah talak yang terjadi setelah suami 

menjatuhkan talak sebanyak tiga kali. Dalam kasus ini, mantan suami 

tidak diperkenankan untuk kembali menikahi mantan istrinya, Kecuali 

jika mantan istri sudah menikah dengan pria lain, lalu bercerai setelah 

mereka berhubungan sebagai suami istri. (ba‟da dukhul), dan telah 

selesai menjalani masa iddah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

mencegah penyalahgunaan hak talak dan menjaga kehormatan 

institusi pernikahan. 

 Selain tiga jenis talak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 

juga pembagian talak berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu talak 

sunni dan talak bid‟i senbagai berikut: 

1) Berdasarkan Pasal 121 KHI, yang dimaksud dengan talak sunni 

adalah Talak yang diberikan oleh suami kepada istri ketika istri 

berada dalam keadaan bersih (tidak sedang haid) dan sebelum 

terjadinya hubungan suami istri selama masa suci itu. Talak jenis 

ini diperbolehkan secara syar‟i karena sesuai dengan tuntunan 
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Nabi Muhammad SAW, dan tidak menimbulkan kemudaratan 

dalam masa iddah. 

2) Sementara itu, Pasal 122 KHI menyebutkan bahwa talak bid‟i 

adalah talak yang dijatuhkan dalam kondisi yang tidak sesuai 

dengan syariat, yaitu Saat istri mengalami menstruasi, atau dalam 

keadaan bersih tetapi telah berhubungan saat dalam keadaan 

bersih itu.
97

 Talak seperti ini dilarang dalam ajaran Islam, karena 

bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh dan dapat menimbulkan 

ketidakjelasan dalam perhitungan masa iddah serta mengganggu 

proses rekonsiliasi. 

4. Media Sosial 

 Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna 

untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar berbagai jenis konten, seperti 

teks, gambar, video, dan siaran langsung.
98

 Keberadaannya telah 

mengubah cara orang berinteraksi, membuka ruang untuk diskusi publik, 

aktivisme, serta berbagi informasi dan perspektif yang beragam. Selain 

sebagai sarana jejaring sosial, media sosial juga digunakan untuk 

pemasaran dan membangun komunitas.  

 Menurut Van Dijk dalam Nasrullah media sosial adalah platform media 

yang berfokus pada eksistensi pengguna dan memungkinkan mereka untuk 

berkolaborasi dan beraktifitas. Oleh karena itu, media sosial dapat 

dianggap sebagai medium (fasilitator) online yang membangun hubungan 
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sosial dan hubungan antar pengguna.
99

 Media sosial, menurut Kottler dan 

Keller, adalah media di mana pengguna berbagi teks, gambar, suara, video, 

dan informasi dengan orang lain.
100

 

 Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa media sosial adalah 

sekelompok aplikasi yang ada di internet dan dibuat berdasarkan konsep 

web 2.0 yang berfungsi sebagai platform evolusioner yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna.
101

 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa media 

sosial adalah tempat bersosialisasi yang terdiri dari aktivitas berbagi 

informasi, teks, gambar, dan video, serta elemen lainnya. Dengan bantuan 

internet, orang bersosialisai satu sama lain dan dengan orang lain. 

a) Klasifikasi Media sosial 

 Saat ini,berbagai platform media sosial begitu banyak yang di gunankan 

oleh masyarakat,akan tetap Kaplan dan Haenlein membagi media sosial 

menjadi enam bagian antara lain:
102

 

1) Jejaring sosial 

 Platform yang dimaksudkan untuk menghubungkan orang, seperti 

teman, keluarga, atau kolega. Facebook dan LinkedIn adalah 

contohnya, yang memungkinkan pengguna membangun dan 

memperluas jaringan sosial mereka. 
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2) Platform Berbagi Konten 

 Tempat pengguna dapat mengunggah dan mencari berbagai jenis 

konten, seperti foto dan video. Instagram dan YouTube, yang lebih 

fokus pada tampilan visual, adalah contoh populernya. 

3) Microblogging 

 Fitur yang memungkinkan pengguna berbagi ide atau berita dalam 

bentuk pesan singkat di platform ini. Contoh yang paling umum adalah 

Twitter dan facebook, di mana pengguna sering membagikan update 

cepat dan singkat.
103

 

4) Forum Diskusi 

 Ruang online di mana orang dapat mengajukan pertanyaan, berbagi 

informasi, atau berbicara tentang berbagai topik. Dua contoh terkenal 

dari jenis ini adalah Reddit dan Quora. 

5) Jaringan Profesional 

 Platform berfokus pada pengembangan karir dan dunia kerja. 

Pengguna dapat membangun hubungan dengan profesional, 

membagikan resume, dan mencari pekerjaan
104

. Dalam kategori ini, 

LinkedIn adalah yang paling banyak digunakan. 

6) Aplikasi Perpesanan 

 Aplikasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung 

melalui teks, suara, dan video. Salah satu aplikasi yang paling umum 
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digunakan untuk percakapan pribadi maupun grup adalah WhatsApp 

dan Telegram. 

b) Pengaruh Media Sosial bagi Hubungan Keluarga 

 Media Sosial memiliki pengaruh besar terhadap individu maupun 

umum,memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain 

itu,media sosial menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya 

karena memungkingkan antara negara yang berjauhan dan memudahkan 

pengiriman pesan. 

Adapun dampak dampak bagi hubungan keluarga antara lain: 

1. Dampak Positif 

a) Komunikasi yang Lebih Mudah 

 Media sosial memudahkan anggota keluarga untuk tetap 

berhubungan, tanpa terhalang oleh jarak. Dengan koneksi yang 

selalu tersedia, hubungan tetap terjaga dan rasa kedekatan semakin 

kuat.
105

 

b) Berbagi Momen Bersama 

 Lewat media sosial, keluarga bisa saling berbagi foto, cerita, dan 

pengalaman, sehingga meskipun berjauhan, mereka tetap bisa ikut 

merasakan dan berpartisipasi dalam kehidupan satu sama lain.
106

 

c) Dukungan Sosial yang Lebih Luas 

 Media sosial memungkinkan keluarga untuk terhubung dengan 

komunitas atau individu lain yang memiliki pengalaman atau 
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tantangan serupa, sehingga dapat menjadi sumber dukungan 

emosional yang berharga. 

d) Mempererat Hubungan 

 Aktivitas bersama di media sosial, seperti grup obrolan keluarga 

atau berbagi minat yang sama, dapat memperkuat ikatan 

antaranggota keluarga dan menciptakan rasa kebersamaan. 

e) Mudah Mengatur Acara Keluarga 

 Dengan media sosial, perencanaan acara keluarga menjadi lebih 

praktis. Anggota bisa dengan mudah mengatur jadwal, berbagi 

informasi, dan memastikan semua orang tetap terlibat 

2. Dampak Negatif 

a) Penurunan Interaksi Tatap Muka 

 Anggota keluarga mungkin menghabiskan lebih banyak waktu 

online daripada komunikasi tatap muka karena penggunaan media 

sosial yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan di 

antara mereka dan mengurangi kualitas waktu keluarga.
107

 

b) Kesalahpahaman dan Kecemburu 

 Karena interaksi online dengan orang lain dapat disalahartikan, 

media sosial dapat menumbuhkan kecemburuan dan 

kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan 

dalam keluarga. 
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c) Gangguan dari Kegiatan Keluarga 

 Daya pikat media sosial dapat mengalihkan perhatian anggota 

keluarga dari kegiatan bersama, yang mengurangi keterlibatan dan 

koneksi selama waktu bersama. Akibatnya, dari waktu ke waktu, 

hubungan keluarga dapat menjadi lebih buruk. 

d) Paparan Pengaruh Negatif 

 Media sosial dapat mengexpose anggota keluarga ke konten 

berbahaya atau pengaruh negatif, seperti interaksi yang tidak pantas 

atau perbandingan yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan 

masalah seperti perselingkuhan atau ketidakpuasan dalam 

hubungan.
108

  

e) Peningkatan Konflik 

 Penyalahgunaan media sosial, seperti hubungan yang tidak pantas 

atau berbagi informasi pribadi, dapat menyebabkan konflik yang 

serius dan mengancam integritas hubungan keluarga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pengertian Metodelogi 

 Metode penelitian merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan atau untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara 

menerapkan metode ilmiah. 
109

. Menurut Sugiono,  Metode penelitian itu bisa 

dibilang adalah serangkaian langkah ilmiah yang dipakai untuk 

mengumpulkan data yang akurat. Tujuannya adalah supaya kita bisa 

menemukan, mengembangkan, dan membuktikan sebuah pengetahuan. 

Nantinya, pengetahuan ini bisa kita pakai buat mengerti, mengatasi, serta 

memperkirakan berbagai masalah yang ada.
110

 

B. Jenis dan pendekatan penelitian 

a) Jenis-Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum (legal research) memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasi kebenaran yang konsisten, yaitu menilai sejauh mana 

ketentuan hukum sejalan dengan norma hukum, dan juga memeriksa 

apakah norma yang mengandung perintah atau larangan sesuai dengan 

asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah suatu 

tindakan individu tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga 

sejalan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.111 Penelitian ini 

adalah sebuah kajian hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari 
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dan menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian 

yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial. 

 Pemilihan jenis penelitian Yuridis Normatif dilakukan karena 

penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pertimbangan hukum 

dalam keputusan hakim di Pengadilan Agama Kediri mengenai kasus 

perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial dan 

mengidentifikasi landasan hukum yang diterapkan oleh hakim saat 

membuat keputusan. 

b) Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan corak Yuridis Normatif ini memakai 

pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang mana menelaah 

segenap aturan hukum yang bersinggungan erat dengan isu yang tengah 

diteliti.
112

 yakni dalam penelitian ini Undang Undang Dasar 1945, Undang 

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

 Selain itu, Penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus (case 

Approach), yang berarti menganalisis dan mempelajari keputusan dari 

Pengadilan Agama Kediri yang berhubungan dengan perceraian karena 

adanya perselingkuhan di platform media sosial. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam 

pertimbangan keputusannya. 
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C. Bahan Penelitian 

 Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan menelaah sumber kepustakaan atau data sekunder. 

Penelitian ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang 

mendasari suatu peraturan. Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum skunder.113 

1. Bahan Hukum Primer 

a) Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr 

b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UU Perkawinan 

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 

e) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan 115 

g) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f,g,h,i) 

h) Kompilsi Hukum Islam Pasal 171 

i) UU ITE pasal 5 Ayat (1) 

j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

k) Fiqih Munakahat 
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2. Bahan Hukum Skunder 

 Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber informasi dan 

penjelasan terkait bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum 

primer yang berupa dokumen resmi, bahan hukum sekunder lebih bersifat 

sebagai pendukung teori serta menawarkan perspektif baru. Bahan hukum 

sekunder yang dipakai dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, dan 

jurnal ilmiah yang menyangkut tentang Putusan Hakim dalam Perkara 

Perceraian akibat perselingkuhaan lewat media sosial 

D. Teknik Pengumpulan Bahan 

 Dalam penelitan ini, cara pengumpulan data yang digunakan adalah telaah 

literatur dan dokumentasi. Analisis pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang 

diteliti, seperti buku-buku tentang hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, 

makalah penelitian, dan sumber lain yang membahas isu-isu seperti 

perceraian, perselingkuhan, dan dampak media sosial terhadap keharmonisan 

dalam rumah tangga. Dengan pendekatan studi pustaka, peneliti dapat 

memperoleh dasar konseptual dan teoritis yang diperlukan untuk menyusun 

kerangka pemikiran, serta menemukan teori-teori yang relevan untuk analisis 

dalam penelitian ini.
114

 

 Selain itu, peneliti menerapkan metode studi dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan informasi dari dokumen resmi yang berhubungan langsung 

dengan subjek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan mencakup salinan 
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putusan dari Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt. G/PA. Kdr, yang 

menjadi fokus utama dalam analisis ini. Dari putusan tersebut, peneliti 

mempelajari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, bukti yang 

diajukan, serta urutan kejadian yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain 

itu, peneliti juga merujuk pada dokumen hukum yang berlaku, seperti 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berhubungan 

dengan perkara perceraian akibat tindakan perselingkuhan lewat platform 

media sosial. Dengan melakukan studi dokumentasi ini, peneliti berhasil 

mengumpulkan data faktual, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang 

selanjutnya dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus 

penelitian. 

E. Analisis Bahan Hukum 

 Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

di mana data yang diperoleh dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya. 

Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori, asas,serta kaidah dalam 

studi kepustakaan, sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti.
115
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kediri 

 Pengadilan Agama di area Kediri awalnya dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur langkah-

langkah untuk mengorganisir struktur kekuasaan dan prosedur Pengadilan-

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
116

 Berdasarkan regulasi tersebut, 

maka berdirilah Pengadilan Agama Kediri, yang saat itu memiliki yurisdiksi 

meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten dan Kota Kediri. Pada 

masa-masa awal pendiriannya, Pengadilan Agama Kediri belum memiliki 

gedung sendiri sehingga aktivitas peradilan dilaksanakan di lokasi-lokasi 

sementara, antara lain di bekas rumah Bupati Kediri yang berada di 

lingkungan Masjid Agung Kediri. Seiring waktu, lokasi kantor berpindah-

pindah, sempat menempati bekas rumah Asisten Wedono serta kantor Urusan 

Agama, hingga akhirnya menempati gedung permanen di Jalan Sekartaji, 

Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
117

 

 Meski secara administratif Kota Kediri telah ditetapkan sebagai daerah 

otonom yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
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Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta, namun eksistensi Pengadilan Agama pada saat itu masih 

mencakup kedua wilayah, baik kota maupun kabupaten Kediri. Artinya, satu 

lembaga peradilan agama masih melayani dua daerah dengan otonomi 

pemerintahan yang terpisah. 

 Seiring perkembangan sistem peradilan dan kebutuhan pelayanan 

hukum yang lebih efektif, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkan 

kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan wilayah administratif masing-

masing. Pemisahan ini secara resmi dilakukan pada tanggal 1 Januari 1989 

melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 

1989. Keputusan ini menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Kota 

Kediri sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kota Kediri kemudian menempati 

gedung baru yang berlokasi di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kota Kediri, 

dengan cakupan yurisdiksi meliputi tiga kecamatan yang berada di wilayah 

Kota Kediri, yaitu Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto. 

 Dalam perkembangannya, gedung Pengadilan Agama Kota Kediri 

kembali mengalami perubahan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima 

Barang Milik Negara yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2019, gedung 

bekas Pengadilan Negeri Kota Kediri yang terletak di Jalan Dr. Sahardjo 

Nomor 20 diserahkan untuk digunakan sebagai kantor baru Pengadilan 

Agama Kota Kediri. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 

4.226 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai 
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untuk mendukung proses peradilan. Serah terima ini disahkan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Gedung baru ini secara resmi mulai digunakan 

pada tanggal 15 November 2019, yang ditandai dengan peresmian oleh Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat itu, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., 

M.H.  

 Adapun dasar Hukum pembentukan Pengadulan Agama Kediri ini 

Mengacu pada peraturan-peraturan, yaitu; 

1. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk 

Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura 

dengan nama Raad Agama 

2. Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara 

Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam 

Tinggi dan Pengadilan Agama 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Peradilan Agama/Mahkamah Syari‟ah untuk luar Jawa, Madura, dan 

Kalimantan Selatan 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga 

Peradilan 

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

11. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

12. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi 

dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha 

Negara dan Peradilan Agama ke Mahkama.
118

 

 Pengadilan agama Kediri, sebagai lembaga yang menjalankan 

fungsinya, memiliki aturan hukum dan lndasan kerja yang seperti ini.: 

a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 

b) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman 

c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama 

e) Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1989 

f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957 dan PP No. 5 Tahun 

1946 
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2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kediri 

VISI 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI YANG 

AGUNG” 

MISI 

a) Meningkatkan Kualitas Peayanan Hukum Yang Pasti, Transparan, Dan 

Akuntabel 

b) Mewujudkan Efektifitas Dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

c) Mewujudkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggir. 

d) Mewujudkan Kepatuhan Putusan Pengadilan.
119

 

B. Deskripsi Analisis Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA. 

 Objek penelitian ini adalah Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA. Kdr yang 

diputus oleh Pengadilan Agama Kediri. Putusan ini menyangkut perkara cerai 

talak antara Pemohon (Arief Yuni Cahyadie, ST) dan Termohon (Novin 

Sixtyarsih, A.Md.G) yang diajukan pada tanggal 19 April 2017.
120

 Perkara ini 

menjadi penting karena melibatkan alat bukti digital berupa percakapan 

melalui media sosial sebagai dasar gugatan cerai akibat dugaan 

perselingkuhan. Fakta ini diperoleh dari keterangan para pihak dan alat bukti 

yang diajukan di persidangan, termasuk isi percakapan pribadi di telepon 

genggam yang menguatkan dugaan adanya hubungan terlarang. Hakim 

menilai bahwa perselisihan yang demikian telah memenuhi syarat perceraian 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak 

tercapai. 

 Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperkenankan meskipun 

dianggap sebagai hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Landasan yang 

dipakai oleh hakim adalah Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 227 yang 

menyatakan bahwa jika suami sudah bulat hati untuk memberi talak, maka 

Allah adalah Pendengar dan Maha Mengetahui. Ayat ini memberi pengesahan 

bahwa perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada lagi cara untuk 

mendamaikan suami dan istri.
121

 Para ulama juga berpendapat bahwa 

perceraian menjadi pilihan terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih 

besar, yaitu konflik yang berkepanjangan yang tidak hanya merugikan 

pasangan tetapi juga berdampak negatif pada anak-anak mereka. 

 Terkait hak asuh anak (hadhanah), Termohon dalam rekonpensi 

menuntut agar kedua anaknya berada dalam pengasuhannya, sekaligus 

meminta nafkah sejumlah Rp3.000.000 per bulan. Namun hakim menolak 

gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Termohon terbukti kembali ke 

agama non-Islam.
122

 Menurut hukum Islam, syarat utama bagi ibu untuk 

mendapatkan hak asuh adalah tetap beragama Islam, karena pengasuhan tidak 

hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik tetapi juga penanaman akidah dan 
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nilai-nilai agama. Hal ini ditegaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar dan sejalan 

dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor 210/K/AG/1996 juga menegaskan bahwa seorang ibu yang murtad 

tidak berhak mengasuh anak yang masih kecil karena dikhawatirkan dapat 

memengaruhi keyakinan agama anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan 

bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. 

 Meskipun perceraian dikabulkan, hakim tetap mewajibkan suami untuk 

memberikan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah selama tiga bulan 

sejumlah Rp3.000.000 serta mut‟ah sejumlah Rp7.000.000 sebagai bentuk 

penghormatan kepada perempuan pasca perceraian.
123

 Hal ini sejalan dengan 

Pasal 156 KHI dan Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan 

bahwa wanita yang telah diceraikan berhak menerima mut‟ah dengan cara 

yang layak sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang bertaqwa. Dengan 

demikian, hakim tetap menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab 

meskipun hubungan perkawinan telah diputuskan. 

 Jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, putusan ini sudah konsisten 

dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga bahagia 

dan kekal. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai akibat perselingkuhan dan 

perbedaan agama, maka perceraian dapat dijadikan jalan keluar. Begitu pula 

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap 

anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan orang 
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tuanya, sehingga hakim beralasan kuat menolak permohonan hak asuh kepada 

Termohon yang telah keluar dari agama Islam.
124

 Putusan ini menunjukkan 

adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menjaga 

kepentingan terbaik bagi anak. 

 Fenomena yang terjadi dalam perkara ini juga sangat relevan dengan 

realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini. Perselingkuhan yang dilakukan 

melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat menjadi salah satu faktor 

pemicu retaknya rumah tangga. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi 

digital dapat mempercepat terungkapnya perselingkuhan, tetapi sekaligus 

memperbesar konflik rumah tangga. Selain itu, perbedaan keyakinan dalam 

sebuah keluarga sering kali menjadi alasan ketidakharmonisan yang bisa 

mengarah pada pemisahan. karena menyangkut prinsip dasar kehidupan 

berkeluarga, terutama dalam mendidik anak. Tidak kalah penting, kasus ini 

juga menggambarkan fenomena keterlibatan media sosial dalam konflik 

rumah tangga, di mana aib keluarga dipublikasikan sehingga menambah beban 

psikologis bagi anak-anak. 

C. Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara Perceraian yang beralasan 

perselingkuhan lewat media sosial dalam putusan No. 

0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr 

 Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan para saksi, 

serta fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara 

Pemohon (Arief Yunie Cahyadie) dan Termohon (Novin Sixtyarsih) telah 
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terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berlarut. Hal ini disebabkan oleh 

dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan seorang laki-laki 

bernama Aji Bagus Pramono, serta karena Termohon kembali memeluk 

agama Kristen Protestan yang sebelumnya telah masuk Islam saat menikah. 

Majelis menjelaskan bahwa ikatan perkawinan telah retak, serta tidak adanya 

harapan untuk kembali rukun.
125

 

 Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan dalam 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat 

terjadi karena perselisihan yang terus-menerus. Selain itu, Majelis Hakim juga 

mengutip Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 227 dan surat Al-Ahzab ayat 49 

sebagai dasar pertimbangan hukum secara syar‟i. 

 Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa pengasuhan anak 

(hadhanah) harus berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai prinsip utama. 

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih tepat diasuh oleh 

ibu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak 

mengasuh. Dalam proses persidangan, hakim tidak menemukan satu pun bukti 

ataupun kesaksian yang menunjukkan bahwa ibu melakukan tindakan yang 

membahayakan kondisi fisik, psikologis, maupun perkembangan sosial anak. 

Fakta di persidangan justru menunjukkan bahwa sejak awal anak-anak tinggal 
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bersama ibu dan membangun kedekatan emosional yang kuat. Oleh karena itu, 

majelis hakim memutuskan bahwa hak hadhanah tetap berada pada pihak ibu 

sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas emosional dan kesejahteraan 

anak. 

 Dalam konteks ini, isu perpindahan agama yang muncul dalam perkara 

tidak dijadikan dasar hukum untuk mencabut hak asuh. Hakim menilai bahwa 

perbedaan atau perubahan agama tidak serta-merta menunjukkan 

ketidaklayakan seorang ibu dalam mengasuh anak, kecuali jika terbukti 

memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang atau keselamatan anak. 

Pendekatan ini menunjukkan konsistensi peradilan agama dalam 

menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) di atas 

persoalan relasional maupun ideologis antara kedua orang tua. Dengan 

demikian, keputusan hakim tidak hanya berlandaskan pada norma perundang-

undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan 

perlindungan anak sebagai prioritas utama. 

 Dalam perkara ini, perpindahan agama salah satu pihak memang dicatat 

oleh hakim sebagai bagian dari latar belakang konflik rumah tangga, namun 

tidak dijadikan sebagai alasan utama untuk mengabulkan perceraian. Majelis 

hakim menilai bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga justru berasal 

dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang dipicu oleh 

perselingkuhan melalui media sosial. Bukti-bukti yang kuat terkait 

perselingkuhan serta kondisi rumah tangga yang tidak dapat didamaikan 

menjadi dasar yuridis yang lebih relevan, sehingga hakim mengacu pada Pasal 
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19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai 

pertengkaran terus-menerus sebagai alasan sah perceraian. 

 Selain itu, hakim mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan kaidah 

fikih al-dharar yuzal, yakni bahwa segala bentuk bahaya atau kemudaratan 

harus dihilangkan. Dalam konteks rumah tangga yang penuh konflik dan 

pertikaian, mempertahankan pernikahan justru akan menambah mudarat bagi 

kedua pihak maupun anak-anak. Dengan demikian, keputusan untuk 

mengakhiri pernikahan dipandang sebagai pilihan yang memberikan 

kemaslahatan yang lebih besar, sekaligus mencerminkan pendekatan hakim 

yang berimbang antara hukum positif dan prinsip dasar hukum Islam. 

 Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan 

permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk 

mengucapkan ikrar talak satu raj‟i terhadap Termohon di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Kediri. Selanjutnya, Pemohon dihukum untuk membayar 

mut‟ah dan nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan. 

 Dalam pokok perkara rekonpensi yang diajukan Termohon selaku 

Penggugat Rekonpensi, Majelis menolak seluruhnya. Namun demikian, 

Majelis menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi (ibu) 

mengingat usia anak-anak yang masih kecil dan selama ini tinggal bersama 

ibunya. Selain itu, Tergugat Rekonpensi (Pemohon) dihukum untuk 

membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- per bulan hingga anak-

anak dewasa atau berusia 21 tahun.
126
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 Majelis juga membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon 

sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan 

Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Positif  

 Pandangan hukum positif mengenai putusan hakim dalam kasus Nomor 

0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr bisa dilihat dari aturan-aturan hukum yang ada di 

Indonesia mengenai perceraian, bukti-bukti dalam sidang, hak-hak wanita 

setelah bercerai, serta hak pengasuhan anak. Perceraian di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam 

Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Perceraian hanya bisa dilakukan di 

hadapan hakim setelah usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak 

tidak berhasil. Alasan untuk perceraian dijelaskan dengan lebih jelas dalam 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sana dijelaskan bahwa perceraian 

bisa terjadi jika suami dan istri terus-menerus bertengkar dan berselisih, 

sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan baik lagi.
127

 

 Dalam kasus ini, Majlis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat 

telah mengalami cekcok dan masalah yang sudah berlangsung lama, yang 

dipicu oleh adanya dugaan perselingkuhan Termohon dengan pria lain melalui 

komunikasi di media sosial seperti BBM dan WhatsApp. Bukti berupa 
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percakapan media sosial yang diajukan oleh Pemohon dijadikan salah satu 

dasar bagi hakim untuk menilai adanya ketidakharmonisan yang serius dalam 

rumah tangga para pihak. Penerimaan alat bukti berupa percakapan elektronik 

ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dalam Pasal 5 ayat (1) 

menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta 

hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. 

 Hakim dalam putusan tersebut juga memperhatikan hak-hak Termohon 

pasca perceraian, di mana Pemohon dihukum untuk memberikan mut‟ah 

sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- selama tiga 

bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI.
128

 Selain itu, 

hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang masih berusia kecil jatuh 

kepada Termohon sebagai ibu kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 

KHI yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, pengasuhan anak yang 

belum mumayyiz berada pada ibu.
129

 Untuk menunjang kehidupan anak-anak 

tersebut, Pemohon diwajibkan membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- 

setiap bulan hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri.
130

 

 Majelis Hakim juga menagih biaya proses perkara kepada Pemohon, 

sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

mengenai Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang 
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Nomor 50 Tahun 2009.
131

 Keputusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak 

hanya mempertimbangkan permohonan cerai talak secara prosedural, tetapi 

juga memperhatikan aspek keadilan bagi Termohon dan anak-anak hasil 

pernikahan tersebut. 

 Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus 

Nomor 0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr sudah sesuai dengan hukum yang berlaku 

di Indonesia. Dalam membuat pertimbangannya, hakim merujuk pada 

Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang ITE untuk menilai 

bukti perselingkuhan melalui platform media sosial. Selain itu, hakim 

menunjukkan keadilan dengan memberikan mut‟ah, nafkah iddah, dan nafkah 

anak, serta memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum 

mumayyiz sesuai dengan ketentuan KHI. Di samping itu, biaya perkara yang 

dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan aturan di Peradilan Agama. Oleh 

karena itu, keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya 

mengikuti prosedur, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan 

perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. 

E. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan 

Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Islam 

 Dari segi hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara 

No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr pada prinsipnya mengacu kepada ajaran syariat 

Islam yang mengatur tentang perceraian sebagai jalan terakhir ketika hubungan 
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suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam perkara ini, hakim 

memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon karena 

rumah tangga yang dibangun bersama Termohon telah mengalami keretakan 

yang serius, yang ditandai dengan adanya dugaan perselingkuhan melalui 

media sosial serta kembalinya Termohon kepada agama asalnya.
132

 

 Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan 

meskipun bukan sesuatu yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW pernah 

bersabda bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh 

Allah SWT.
133

 Namun, jika tujuan pernikahan yaitu menciptakan kehidupan 

sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak tercapai, maka perceraian 

dibolehkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Al-Qur‟an dalam 

Surat An-Nisa ayat 35 menegaskan bahwa apabila terjadi persengketaan antara 

suami istri, maka harus diutus seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari 

pihak istri untuk mencari jalan damai. Apabila jalan damai tidak dapat dicapai, 

maka perceraian bisa menjadi solusi terakhir. 

 Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi dan 

bahkan memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan para pihak, 

Namun usaha itu tidak berhasil karena kedua pihak tetap ingin bercerai. Hal ini 

sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan upaya ishlah 

(perdamaian) terlebih dahulu sebelum menjatuhkan talak.
134

 Oleh karena itu, 
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ketika perdamaian tidak tercapai, hakim berhak memberikan izin kepada suami 

untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. 

 Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kewajiban bagi suami untuk 

memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian, seperti mut‟ah dan nafkah 

iddah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi 

Hukum Islam. Dalam putusan ini, hakim mewajibkan Pemohon untuk 

memberikan mut‟ah sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar 

Rp3.000.000,- untuk tiga bulan, yang mencerminkan penerapan prinsip 

tersebut. 

 Terkait dengan anak, hukum Islam memberikan hak hadhanah atau 

pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, kecuali jika ada alasan 

syar‟i yang menyebabkan ibu tidak layak menjadi pengasuh.
135

 Hal ini 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 KHI, yang juga berakar dari kaidah 

fiqih. Dalam perkara ini, hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada 

Termohon sebagai ibu kandung, dengan mempertimbangkan usia anak-anak 

yang masih kecil. Pemohon sebagai ayah tetap berkewajiban memberikan 

nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- per bulan sampai anak mencapai usia 

dewasa atau mandiri,
136

 sesuai dengan prinsip tanggung jawab nafkah dalam 

hukum Islam. 

 Dari penjelasan diatas terdapat benang merah antara Hukum positif dan 

Hukum Islam yaitu : 
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 Secara hukum, hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 

1974 juncto Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa 

perceraian dapat dilakukan apabila terjadi pertengkaran terus-menerus dan 

tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan legitimasi terhadap 

perceraian dalam kondisi demikian. 

 Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek hukum Islam, yaitu 

melalui pendekatan keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, perceraian 

memang dibolehkan meskipun dibenci (makruh), dan dapat dilakukan apabila 

hubungan rumah tangga tidak lagi mengandung sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Dalam perkara ini, hakim menyebutkan dalil dari Al-Baqarah ayat 227 

yang berbunyi: 

              

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesugguhnya Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
137

 

dan Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi: 

                      

                

        

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perepmpuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada sama idah atas 
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mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka 

mutah(pemberian) dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-

baiknya.”
138

 

sebagai dasar syar‟i bahwa perceraian dibolehkan dalam keadaan terpaksa 

karena keretakan hubungan. 

 Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini 

didasarkan pada dua hal utama:  

1) pembuktian adanya perselisihan berat yang mengarah pada kegagalan 

fungsi rumah tangga 

2) keselarasan antara hukum positif dan norma hukum Islam,yang sama-

sama membolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir dalam 

kondisi tertentu 

 Dengan demikian, putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr dapat 

dinilai telah mencerminkan keadilan substantif baik dari sisi hukum Islam 

maupun hukum positif. Hakim mempertimbangkan secara matang fakta 

persidangan, hak-hak perempuan, serta kepentingan anak. Putusan ini juga 

memberikan pelajaran sosial bahwa perceraian bukan sekadar persoalan 

pribadi, melainkan memiliki implikasi luas bagi keluarga, anak, dan 

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menjaga 

keharmonisan rumah tangga serta tidak menjadikan media sosial sebagai ruang 

untuk mengekspresikan konflik internal keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan kemampuan untuk 

mengintegrasikan fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif dan 

prinsip-prinsip hukum Islam secara seimbang. Putusan didasarkan pada 

bukti objektif, bukan pada isu moral yang tidak terbukti, sehingga 

memberikan legitimasi normatif yang kuat melalui rujukan pada UU 

Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Selain itu, hakim 

menerapkan prinsip kemaslahatan dan penghilangan mudarat sebagai 

dasar etis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sejalan dengan 

pendekatan peradilan keluarga modern yang menekankan perlindungan 

dan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial 

seperti perselingkuhan digital yang menjadi pemicu konflik, putusan 

hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan pemahaman 

terhadap konteks sosial kontemporer. Secara keseluruhan, putusan 

tersebut menegaskan kesinambungan antara hukum, bukti, dan nilai-nilai 

kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian pada era modern. 

2. Dari perspektif hukum positif, Keputusan dari hakim dalam kasus ini 

telah sesuai dengan semua hukum yang ada, baik terkait dengan dasar 

perceraian, pembuktian, maupun pemenuhan hak-hak pihak yang bercerai 

dan juga hakim menerapkan hukum positif secara komperehensif dan 

adaptif sesuai perkembangan zaman. 
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3. Sedangkan menurut Perspektif Hukum Islam telah memenuhi ketentuan 

syar‟i terkait dengan prosedur perceraian, pemenuhan hak-hak mantan 

istri, serta perlindungan terhadap anak-anak pasca perceraian. Putusan 

tersebut tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga 

berupaya memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak sesuai 

dengan maqashid al-syariah. 

B. Saran-Saran 

1. Pada Pemrintah hendaknya regulasi terkait perkara perceraian di indonesia 

dapat diperkuat. Sebab didalam Al- Qur‟an dijelaskan bahwa perceraian 

diperbolehkan akan tetapi perceraian bisa menjadi solusi ketika dalam 

rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak memungkinkan 

untuk dilanjutkan secara baik, sedangankan Undang-Undang Perceraian 

sendiri tidak secara khusus mengatur tentang perceraian. 

2. Di Pengadilan Agama, kita harus sangat hati-hati dan memiliki landasan 

yang kuat untuk akuntabilitas sebagai pedoman dan pertimbangan sebelum 

memutuskan suatu kasus.  

3. Pada Pasangan atau Masyarakat, sebaiknya berpikir dengan serius sebelum 

membuat keputusan dan perlu memperhatikan hukum yang berlaku di 

Indonesia sebelum memutuskan untuk bercerai, serta memikirkan dampak 

dari perceraian itu. 
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